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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,

Menimbang :a. Bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023
dan Daerah Otonom Baru, pada diktum ketiga huruf ¢
menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Dacrah
Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD
Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026 ditetapkan oleh Kepala
Daerah dengan Perkada; -

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Seruyan
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun
2024-2026;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 5 Tashun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4180);

]

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan . angka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan | Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebageimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan | Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesm Nomor 5887) scbagaimana telah diubeh
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negah'a Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Premden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Momor 2032§)
sebagmmana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peral | Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daecrah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunen Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102};

Peraturan Daerah Ksebupaten Seruvan Nomor 4 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentuken Produk Hukum
Dagerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018
Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 69);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentuken den Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021
Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 76);

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Rencana Pernbangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023
Nomor 10);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024.2026,

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pagal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
Bupati adalah Bupati Seruyan;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi
kewenengan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan;

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;

Urusan  Pemerintahan  Pilihan adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Dacrah
sesuai dengan potensi yang dimilili Daerah;

. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Seruyan Kabupaten Seruyan.

10.Rencana  Pembangunan Tehunan Daerah yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
disingkat RKPD adalah dokumen perencanasn Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun;

11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (Tiga)
tahun;



12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencansan
Perangkat Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun terhitung
sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

13.Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan yang
selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (Tiga)
tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun
2026

14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 {satu) tahun.

BAB I
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Paeal 2
(1} Renstra-PD merupakan penjabaran dari RPD.

{2) Renstra-PD scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun Renja-PD dan digunakan sebagai bahan
penyusunan rancangan RKPD.

Paaal 3
(1) Renstra-PD ditetapkan oleh Bupati Seruyan;

(2) Perangkat Daerah menyusun Renstra-PD sesuai dengan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

(3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra-PD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

. Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyai Daerah;

Inspektorat Daerah;

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan Rekyat, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Dinas Sosial;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana;

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
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Dinas Perhubungan,;

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian,

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan
Kebudayaan;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Perikanan;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan;

Badan Keuangan dan Aset Daerah;

Badan Pendapatan Daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Kecamatan Seruyan Hilir;

Hecamatan Seruyan Hilir Timur;

Kecamatan Danau Sembuluh;

Kecamatan Seruyan Raya;

. Kecamatan Danau Seluluk;

Kecamatan Hanau;
Kecamatan Batu Ampar;

. Kecamatan Seruyan Tengah;

Kecamaten Seruyan Hulu;

mm. Kecamatan Suling Tambun.

Pasal 4

Renstra-PD selkurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran,
program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau
Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah.

Pasal §

(1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun

scbagai berikut:

BAB1 : PENDAHULUAN;
BABII :GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT

DAERAH;

BABIII :PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH;

BABIV : TUJUAN DAN SASARAN;
BABV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BABVI :RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB

KEGIATAN SERTA FENDANAAN;

BAB VII :KINERJA PENYELENGGARAAN  BIDANG

URUSAN;

BAB VIII : PENUTUP.
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(2) Isi dan uraian Renstra-PD sebagaimana dimeksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB 11
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian
dan evaluasi terhadap kebijakan perencenaan strategis
Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya
Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra-PD.

(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil
evaluasi perumusan kebijeltan perencanaan strategis

Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati
melalui Kepala Badan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pacal 7

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD mengalami perubahan,
maka Renstra-PD juga harus mengikuti perubahan tersebut
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 fpn| 2023

%4 BUPATI SERUYAN,

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 11 AP\ 2023




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SERUYAN

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN TAHUN 2024-2026

Perangkat Daerah : x. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Seruyan.
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Perangkat Daerah :

Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Inspektorat Daerah;

Dinas Pendidikan,

Dinas Kesehatan,;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,

Dinas Sosial,

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,;

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Perikanan;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan;

Badan Keuangan dan Aset Daerah;

Badan Pendapatan Daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Kecamatan Seruyan Hilir;

Kecamatan Seruyan Hilir Timur;

Kecamatan Danau Sembuluh;

Kecamatan Seruyan Raya,

Kecamatan Danau Seluluk;

Kecamatan Hanau;

Kecamatan Batu Ampar;

Kecamatan Seruyan Tengah,;

Kecamatan Seruyan Hulu;

mm. Kecamatan Suling Tambun.,



Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan
dan hidayah-Nya maka dokumen “Rencana Strategis (Renstra) BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH Kabupaten Seruyan Tahun 2024 - 2026” ini dapat disusun sebagai
pedoman dan acuan bagi BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kabupaten Seruyan
untuk melaksanakan program dan kegiatannya hingga tahun 2026.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah
disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan prioritas
program dan kegiatannya. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu
sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan
evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus
dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah yang lebih baik di Kabupaten Seruyan. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-
besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan
menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kabupaten
Seruyan Tahun 2024 - 2026 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas
pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kabupaten Seruyan pada khususnya, sehingga
pembangunan di Kabupaten Seruyan dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu
dalam rangka meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten
Seruyan.

Kuala Pembuang,  April 2023

NIP. 19790527 200604 2 012

RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAN
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan di masa yang akan datang, melalui urutan pilihan, yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna memanfaatkan dan
mengalokasikan sumber daya yang ada di daerah dalam jangka waktu
tertentu. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat
signifikan dalam mendorong perkembangan daerah dan bertujuan untuk
mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya
integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik. Pembangunan suatu daerah
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan
wilayahnya sehingga keberhasilan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya

oleh masyarakat.

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat
memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap
pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka
panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar
pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan
masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai
amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis
(RENSTRA) Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa setiap Perangkat

Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistemn
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah

satu instrumen pertanggungjawaban.

RENCANA STRATEGIS BADAN KETANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAUUN 2024-2026 -1




Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian

sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki

organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan

sistem manajemen nasional.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun

2024-2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023

tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Penyusunan Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Seruyan Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
KAtingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya, KAbupaten Barito Timur d Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahumn 2002 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Républik

indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan
keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor 102);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009

Nomor 33);
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Seruyan Nomor 69);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan
(lembaran daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) ;

19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita

Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun

2024-2026 adalah sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan
yang merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan digunakan
untuk mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan
pembangunan daerah khususnya pada aspek pengelolaan keuangan dan aset
daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan,
dan sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
selama periode 2024-2026 serta digunakan sebagai pedoman penyusunan
Rencana Kerja Tahunan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Seruyan.
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Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah adalah :

1.

1.4.

Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan
sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Dan Aset
Daerah;

Sebagai dasar/facuan penyusunan kebijakan BKAD untuk mendukung
terwujudnya program pembangunan dan sasaran daerah yang telah
ditetapkan dan bersinergis dengan indikator kinerja dari sasaran strategis
BKAD;

Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang
telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024 - 2026;

Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan
(RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan

Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan

program/kegiatan pembangunan.

Sistematika Penulisan

Renstra Badan Keuangan Kabupaten Seruyan disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Maksud Dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB Il Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
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2.4. Kelompok Sasaran Layanan
BAB IIIPERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 [su Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
4.2 (Casceding Kinerja Perangkat Daerah
BABY STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB V! RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
BAB VIl KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Penyelenggaraan kegiatan pelayanan Badan Keuangan dan Aset
Paerah Kabupaten Seruyan pada saat ini berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dan berdasarkan Peraturan Bupati
Kabupaten Seruyan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Badan Keuangan Dan Aset
Daerah. Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Seruyan terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri atas:
a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum Perlengkapan dan Kepegawaian.
3. Bidang Anggaran Daerah terdiri atas:
a. Subbidang Perencanaan dan Anggaran Daerah; dan
b. Subbidang Verifikasi dan Kebijakan Pelaksanaan Anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri atas :
a. Subbidang Perbendaharaan; dan
b. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
5. Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah ,
terdiri atas :
a. Subbidang Akuntansi dan Evaluasi; dan

b. Subbidang Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
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6. Bidang Aset Daerah, terdiri atas:
a. Subbidang Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
b. Subbidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

7- Kelompok Jabatan Fungsional

Uratan tugas dan fungsi masing-masing jabatan diuraikan sebagat berikut :

1.

KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan,

mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata

kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang Keuangan dan Aset

Daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Badan

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi Badan;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang,
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan.

¢. pelaksanaan pembinaan, pengendaiian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;

d. penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja
bawahan; dan

e. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas

mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan,
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kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan

administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai

berikut:

-

T & o

baal

perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja sekretariat;
pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan; -
pengoordinasian administrasi keuangan Badan;

pengoordinasian administrasi barang milik daerah Badan,

pengoordinasian administrasi kepegawaian Badan;

pengoordinasian administrasi umum Badan;

pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang
urusan Badan;

pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Badar;
pengoordinasian pemeliharaan barang milikk daerah penunjang urusan
Badan;

pengoordinasian administrasi pendapatan daerah kewenangan Badan;
penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja
bawahan; dan

pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu:

1.

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala
Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris Badan dan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada
subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
b. melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan

Badan;
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¢. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana
Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran
Badan;

d. melaksanakan pengcordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana
Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Badan;

e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian

Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;

menyiapkan bahan evaluasi kinerja Badan;

melaksanakan administrasi keuangan Badan;

> @ -

melaksanakan administrasi pendapatan daerah kewenangan Badan;

menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja
bawahan; dan

j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Subbagian Umum Perlengkapan dan Kepegawaian
Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala
Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Badan dan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;

b. melaksanakan Administrasi Umum Badan;

¢. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Badan;

d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Badan;
e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Badan;

f.  menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja
bawahan; dan

g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan pimpinan.
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3. BIDANG ANGGARAN DAERAH

Bidang Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Anggaran

Daerah mempunyai tugas Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan,

membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan

anggaran, kebijakan umum pengelolaan anggaran dan pembinaan pelaksanaan

anggaran.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Anggaran Daerah mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Anggaran

Daerah;

b. pengoordinasian rumusan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran daerah;

¢. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan anggaran daerah;

d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perumusan  kebijakan
pengelolaan anggaran daerah;

e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan pelaksanaan
anggaran daerah;

f. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan teknis penyusunan anggaran
pada seluruh perangkat daerah;

g. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta
penyusunan laporan Bidang;

h. pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten; i. penilaian dan
pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan

j. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Anggaran terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Anggaran Daerah; dan

2. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Kebijakan Pelaksanaan Anggaran.
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a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, mempunyai tugas

membantu kepala bidang melaksanakan pengkoordinasian penyusunan

Rancangan APBD dan APBD Perubahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang

Perencanaan Anggaran Melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Sub
Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian dan
penyusunan KUA dan PPAS;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian dan
penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian dan
penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD;

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian dan
penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;

f. menylapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian
Perencanaan Anggaran Pendapatan;

g menyiapkan bahan perumusan kebijkan teknis pengoordinasian
Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;

h. melaksanakan rumusan kebijakan teknis pembinaan Penganggaran
Daerah Pemerintah Kabupaten;

i. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan pretasi kerja
bawahan; dan

j-  melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
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b. Sub Bidang Evaluasi dan Kebijakan Anggaran

Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Kebijakan Anggaran Daerah, mempunyai

tugas membantu kepala bidang melaksanakan pengkoordinasian

pelaksanaan Evaluasi dan Kebijakan Pelaksanaan Anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang

Evaluasi dan Kebijakan Anggaran Daerah melaksanakan uraian tugas sebagai

" berikut:

d.

merumuskan dan merencanakan kegiatan teknis kerja pada Sub bidang
Verifikasi dan Kebijakan Anggaran;

menyiapkan bahan perumusan kebijkana teknis pengoordinaslian,
Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; |
menyiapkan bahan perumusan kebijkana teknis pengoordinasian,
Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;

menyiapkan bahan perumusan kebijkana teknis pengoordinasian,
Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD; .
menyiapkan bahan perumusan kebijkana teknis pengoordinasian,
Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD; .
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian dan
Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis | pengoordinasian
Perencanaan Anggaran Pembiayaan;

menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan pretasi kerja
bawahan; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, mempunyai tugas membantu kepala

badan dalam pengelolaan perbendaharaan, investasi dan penunjang urusan

keuangan.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang

Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

d.

perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang
Perbendaharaan Daerah;

pengoordinasian rumusan kebijakan teknis pelaksanaan perbendaharaan
Daerah;

pengoordinasian Pengelolaan Kas Daerah;

pengoordinasian Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya;

pengoordinasian Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD;

pengdordinasian Penatausahaan Pembiayaan Daerah;

pengoordinasian Pelaksaaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non
Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank;

pengoordinasian, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring
dan Evaluasi pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya;
pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan
pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas;

pengoordinasian penyusunan pemungutan/pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);

pengoordinasian Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul
Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan
Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas;

pengoordinasian Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;
penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan

Pertanggungjawaban Sub Kégiatan;
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n. pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten;
o. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan pretasi kerja
bawahan; dan

p. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub bidang antara lain :
a. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

a. Sub Bidang Perbendaharaan

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada sub
Bidang Pernbendaharaan;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Penatausahaan
Pembiayaan Daerah;

¢. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tekenis pengoordinasian,
pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan
Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tekenis pengoordinasian dan
Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);

e. menyiapkan bahan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas
serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkaft;

f.  menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan Pentunjuk
Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan;

g. melaksanakan rumusan kebijakan teknis pembinaan Penatausahaan

Keuangan Pemerintah Kabupaten;
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melaksanakan rumusan kebijakan teknis penyusunan Kebijakan dan
Alokasi Subsidi;

melaksanakan rumusan kebijakan teknis analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan Keuangan;

melaksanakan rumusan kebijakan teknis pengelolaan Dana Darurat dan
Mendesak; _

melaksanakan rumusan kebijakan teknis pengelolaan Dana Bagi Hasil
kabupaten;

menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan pretasi kerja
bawahan; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas sebagai

berikut:

a.

merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Sub
Bidang Pengelolaan Kas Daerah;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasikan dan
Pengelolaan Kas Daerah;

melaksanakan rumusan kebijakan teknis pengelolaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;

melaksanakan rumusan kebijakan teknis penyiapan, Pelaksanaan
Pengadilan dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian,
Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan‘Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordiﬁasian
Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan
Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daeraﬁ

sebagai Optimalisasi Kas;
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g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan Dana
Cadangan Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Analisis Investasi Pemeritnah
Daerah; '

i. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Analisis Perencanaan dan
Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah;

. j»  melaksanakan rumusan kebijakan teknis Analisis Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah
Daerah;

k. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Analisis Perencanaan dan
Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah;

I.  melaksanakan rumusan kebijakan teknis Analisis Perencanaan dan
Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah;

m. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan pretasi kerja
bawahan; dan

n. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

5. BIDANG AKUNTANSI, PELAPORAN DAN SISTEM INFORMAS]I KEUANGAN
DAERAH.
Kepala Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah
mempunyai tugas melaksanakan akuntansi, pelaporan keuangan daerah,
pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimaﬁa dimaksud Kepala Bidang Akuntansi,
Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Akuntansi,

Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah;

b. pengoordinasian rumusan kebijakan teknis pelaksanaan Akuntansi,

Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
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¢. pengoordinasian pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran Kas
Daerah;

d. pengoordinasian rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban;

e. 'pengoordinasian penyusunan statistik keuangan Pemerintah Daerah;

f. pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;

g pengoordinasian penyusunan konsilidasi Laporan Keuangan Perangkat
Daaerah, BULD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

h. pengoordinasian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan.
APBD Kabupaten;

i. pengoordinasian penyusun tanggapan terhadap LHP BPK atas [aporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

j. pengoordinasian, sinkronisasi dan pelaksanaan penyelesaian tuntunan
Perbendaharaan dan Tututan kerugian daerah;

| k. pengoordinasian penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

. pengoordinasian penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis operasional
penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;

m. pengoordinasian penyusunan system dan prosedur akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah daerah;

n. pengoodinasian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah;

o. pengoordinasian Inventarisasi dan Anaalisis Data Bidang Keuangan Daerah;

p. pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten;

g. pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten;
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. pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten;

s. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan pretasi kerja

bawahan; dan

t. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Daerah

terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu:

a. Sub Bidang Akuntansi dan Evaluasi; dan

b. Sub Bidang Pelaporan dan Sistem informasi Keuangan Daerah.

a. Sub Bidang Akuntansi dan Evaluasi

Sub Bidang Akuntansi dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut:

d.

Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Sub
Bidang Akuntansi dan Evaluasi;

Melaksanakan rumusan kebijakan teknis pengoordinasian Pelaksanaan
Akuntansi dan Pengeluaran Kas Daerah;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaanm
Pendapatan-LO dan Beban;

Menytapkan bahan penyusun Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional
Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Menyiapkan bahan penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten;

Melaksanakan rumusan kebijakan teknis pembinaan Pengelolaan
keuangan BLUD Kabupaten;

Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pengoordinasian dan

Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah;
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i.  penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan pretasi kerja

bawahan; dan

j melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Sub Bidang Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sub Bidang Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Sub
Bidang Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah;

b. melaksanakan rumusan kebijakan teknis pengoordinasian Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan
Semesteran;

¢. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Konsolidasi Laporan Keuangn
SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pengoordinasian dan
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawabaan Pelaksanaan APBD
Kabupaten;

e. menyiapkan bahan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP
BPK atas laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

f. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pengoordinasian,
Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Kerugian Daerah;

g. menyiapkan bahan penyusunan Analisis Laporan pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD;

h. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan pretasi kerja
bawahan; dan

i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
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6. BIDANG ASET DAERAH

Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan

kebijfakan pokok-pokok pengelolaan Barang Milik Daerah, penyusunan standar

harga satuan barang, penyusunan dan pelaksanaan sistem dan prosedur

pengelolaan barang milik daerah, penyusunan laporan Barang Milik Daerah

(BMD).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.

merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja Bidang Aset
Daerah;

pengoordinasian rumusan kebijakan teknis pelaksanaan Aset Daerah;
pengoordinasian, pengarahan dan membina  penyelenggaraan
inventarisasifpengolahan data barang-barang milik daerah sebagai bahan
informasi untuk menyusun neraca barang milik daerah;

pengoordinasian penyusunan standar harga satuan;

pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam
penyusunan rencana kebutuhan pengadaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan dan pengahpusan barang milik daerah;
pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam
penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik
daerah; |

pengoordinasian pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD);
pengoordinasian pelaksanaan inventarusasi barang milik daerah;
pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum
Barang Milik Daerah (BMD);

pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD);

pengoordinasian hasil penilaian Barang Milik Daerah (BMD);
pengoordinasian penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan,

pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD);
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m. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan
laporan Barang Milik Daerah (BMD);

n. pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan Barang Milik
Daerah (BMD) dari Perangkat Daerah;

0. perumusan petunjuk teknis system dan prosedur pengelolaan Barang Milik
Daerah (BMD);

p- mengoordinasikan  pelaksanaan Pengawasan dan  Pengendalian
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

g. pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten;

r. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan pretasi kerja
bawahan; dan

s. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Aset Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
b. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah,
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Sub
Bidang Perencanaan dan Pengemanan Barang Milik Daerah;
b. menytapkan bahan Penyusunan Standar Harga;
c. menyiapkan bahan Penyusunan Standar barang Milik Daerah dan
Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
d. menyiapkan bahan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik
Daerah;
e. menyiapkan bahan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
f. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Pengamanan Barang Milik

Daerah;
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melaksanakan rumusan kebijakan teknis Pengawasan dan
Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;

menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja
bawahan; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah,

mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Sub
Bidang Penatausahaan dan Penghpusan Barang Milik Daerah;
melaksanakan rumusan kebijakan teknis Penatausahaan Barang Milik
Daerah;

melaksanakan rumusan kebijakan teknis Inventarisasi Barang Milik
Daerah;

melaksanakan rumusan kebijakan teknis Penilaian Barang Milik Daerah;
melaksanakan rumusan kebijakan teknis Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan
Barang Milik Daerah;

melaksanakan rumusan kebijakan teknis rekonsiliasi dalam rangka
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;

menyiapkan bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
melaksanakan rumusan kebijakan teknis pembinaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten;

menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja
bawahan; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
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7. KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai uraian tugas memberikan Pelayanan
Fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Administrator sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilan.
Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional
sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perudang-undangan.
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Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan
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2.2. Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah

2.2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah
Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan dan
Aset Daerah didukung oleh Sumber Daya manusia sebanyak 44 (empat puluh
empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Latar belakang pendidikan PNS
bervariasi mulai lulusan SLTA, Diploma (D3) hingga Strata Dua (S2).
Rekapitulasi Pegawai (PNS) berdasarkan pendidikan pada Badan Keuangan
dan Aset Daerah pada kabupaten Seruyan dapat dilihat pada tabel dibawah ini
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Tabel 2.2.

Jumlah PNS di Lingkungan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten
Seruyan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Serta
Pejabat Struktural dan Fungsional Tahun 2022

(Eselon |Vfa)

Jumlah
Jumlah J:‘:i-s Jumiah Jumlah
Kualifikasi | Personi Kelami Personi Personi
No | Pendidika | o Pangkat/ Golongan | Jabatan{ Eselon |
n {Orang (Orang {Orang
oran
y | e ) )
L|P
1 2 3 4 | 5 6 7 8 9
1. Strata2 5 1 | 5 | Pembina Utama 1 Kepala Badan/ 1
Muda/ (Iv/a) (Eselon 11fa)
Pembina Utama 2 Kepala Bidang/ 2
Muda/ (IVfa) {Eselon 1lI/b)
Pembina Utama 1 Kepala Sub 1
Muda/ (IV/fa) Bidang (Eselon
V/a)
Penata Tk.!1/ 111/d) 2 Kepala Sub 2
Bidang (Eselon
Ivfa)
Penata Tk.i/lli/d 1 Analts 1
Kebijakan
2 Strata 1 20 9 {11 | Pembina Utama 1 Sekretaris 1
Mudaf (1V/a) Badan/Eselon
HIE))
Pembina Utama 1 Kepala Bidang/ 1
Muda/ (Ivfa) Eselon IlI/b)
Penata Tk.1/ 111fd) 1 Kepala Bidang/ 1
Eselon IlIfb)
Penata Tk.l/ lll{/d) 3 Kepala Sub 3
Bidang (Eselon
Ivfa)
Penata Tk.!/ Ili/d) 4 Pejabat 4
' Fungsional
(Perencana Ahli
Muda dan
Analis
Kebijakan)
Penata/ (lll/c) 3 Kasubbid/ 3
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Penata/ (lIi/b) 1 Kasubbid/ 1
(Eselon 1v/a)
Penata Muda Tk. I/ 1 Kasubbid/ 1
(in/b) (Eselon IVfa)
Penata Muda Tk. {/ 4 Fungsional 4
(n/b) Umum
Penata Muda/ 5 Fungsional 5
(illfa) Umum
4 D-ll 4 o |4 | Penata/(lllfc) 2 Kasubbid/ 2
(Eselon Iv{a)
Penata Muda Tk.lf 1 Fungsional 1
(UI/b) Umum
Pengatur T k. If 1 Fungsional 1
(11/d) Umum
5 SLTA/SMA 15 6 | g9 | Penata Muda Tk.lf 2 Fungsional 2
/SMUJSMK {lifb) Umum
Pengatur Tkl/ 1 Fungsional 1
(liid) Umum
Pengatur (1l/c) 10 Fungsional 10
Umum
Pengatur  Muda 1 Fungsional 1
Tk.I/ (11/b) Umum
Pengatur  Muda/ 5 Fungsional 5
(lifa) Umum
Jumlah 44 16 | 29 44 44

Sumber : Subbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

2.2.2. Saranadan Prasarana
Dalam rangka pelaksanaan tugas, BKAD Kabupaten Seruyan
memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Saat ini BKAD memiliki

gedung kantor sendiri, Jalan A. Yani No. 1 Kuala Pembuang.
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Tabel 2.3.

Sarana dan Prasarana BKAD Kabupaten Seruyan Tahun 2022

No Aset BKAD Jumlah
1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
2 | Bangunan Gedung Kantor Permanen 2
3 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 1
4 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen 2
Bangunan  Gedung Tempat  Pertemuan
> Permanen 1
6 | Kendaraan Dinas Bermotor:
a. Kendaraan Dinas Jabatan 3 unit
b. Kendaraan Operasional 18 unit
c. Sepeda motor 30 unit
7 | PCUnit/ Komputer PC 54 unit
8 | Laptop 52 unit
9 | Printer 77 unit
10 | Scanner 5 unit
11 | Alat Penghancur Kertas 10 unit
12 | Kursi Rapat dan kerja 40 Unit
13 | AC 41 unit
14 | Mesin Fotocopy 3 unit
15 | Mesin Genset 3 unit
16 | Proyektor + Attachment 5 unit
17 | Meteran Digital 1 unit
18 | Layar Proyektor 2 unit
19 | Camera attachment 3 unit
20 | GPS 2 unit
21 | Gordyn 1 unit
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No Aset BKAD Jumlah
22 | Harddisk Eksternal 2 unit
23 | Timbangan 2 unit
24 | Handy Talky 1unit
25 | Web Cam 2 unit
26 | Barcode Scanner 3 unit

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin BKAD Kabupaten
Seruyan, 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja BKAD Kabupaten Seruyan dilakukan
perbandingan antara capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang
dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut.
Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana
dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau
berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Pemerintah daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK). Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Seruyan pada

kurun waktu 2016-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.4.

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2016-2021

Uraian 2016 2017 2018 2019 | 2020 2021

Opini BPK WDP WDP wWDP WTP WTP WTP
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Tabel. 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKAD Kabupaten Seruyan

Periode Yang Lalu

No| Indikator Kinerja Sesuai Target Renstra Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada tahun ke-

Tugas dan Fungsi 2018 | 2019 |2020 2021| 2022 | 2018 2019 | 2020 2021 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

1 |Cakupan Layanan Administrasi  |100% 100% | 100% | - - 100% 85,20% | 78,49% - - 100% | 85,20% | 78,49% - -
Perkantoran

2 [Cakupan Layanan Sarana dan 100% 100% | 100% | - - 8o% 80,81% | 80,28% - - 80X | Bo,81% | 80,28% - -
Prasarana Aparatur

3 |Persentase Sumber Daya 100% 100% 100% - - 100% 51,02% | 43,58% - - 100% | 51,02% | 43,58% - -
Aparatur yang Memiliki
Kompetensi

sesual Bidangnya’

4 |Tingkat Ketepatan Waktu 100% 100% 100% | - - 100% 94,57% | 28,44% - - 100% | 94,574 | 28,44% - -
Pelaporan Capalan Kinerja dan
Keuangan

5 |Cakupan Pengembangan 100% 100% | 100% | - - 100% 77:59% | 76,44% - - 100% | 772,50% | 76,44% - -
Pengelolaan Keuangan Daerah

6 Cakupan Teknologl Informasi 100% 100% | 100% | - - 100% 0,91% 87,05 - - 100% | 0,01% | 87,05% - -
yang digunakan

7 |Cakupan Fasilitasi Pengelolaan  |100% 100% 100% - - 1003 64,32% | 50,41% - - 100% | 64,32% | 50,41% - -
Keuangan Kabupatenf Kota

8 |Cakupan Pelaksanaan 100% 100% 100% - - 8o% 68,45% | 49,41% - - 80% | 68,45% | 49,41% - -
Pengelolaan Asetf Barang )
Daerah

9 |Persentase unit kerja yang - - - [100% | 100% - - - 71,55% 7714% - - - 74,55% | 77,14%
mendapatkan pelayanan
administrasi perkantoran

10 |Cakupan Pelaksanaan - - - l100% | 100% - - - 96% 89,52% - - - 96% 89,52%
Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah

11 |Persentase BMD yang dikelola - - - [100% | 100% - - - 57,61% 7,07% - - - 57,01% 7,07%
dengan baik




Tabel 2.5,

Pencapaian Kinerja Pelayanan BKAD Kabupaten Seruyan

Tahun 2019-2020

No

Indikator kinerja Sesuai
Tugas dan fungsi

Target Renstra
Tahun Ke-

Realisasi
Capaian Tahun
Ke-

Rasio Capaian
Pada tahun ke-

2019 2020

2019

2020

2019 2020

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

100% 100%

85,20%

78,49%

85,20% | 78,49%

Cakupan Layanan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

100% 100%

80,81%

80,28%

80,81% | 80,28%

Persentase Sumber
Daya Aparatur yang
Memiliki Kompetensi
sesuai Bidangnya

100% 100%

51,02%

43,58%

51,02% | 43,58%

Tingkat Ketepatan
Waktu Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan

100% 100%

94,57%

28,44%

94,57% | 28,44%

Cakupan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah

100% 100%

77,59%

76,44%

77,59% | 76,44%

Cakupan Teknologi
Informasi yang
digunakan

100% 100%

0,91%

87,05

0,91% | 87,05%

Cakupan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten [ Kota

100% 100%

64,32%

50,41%

64,32% | 50,41%

Cakupan Pelaksanaan
Pengelolaan Aset/
Barang Daerah

100% 100%

68,45%

49,41%

68,45% | 49,41%
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Pencapaian Kinerja Pelayanan BKAD Kabupaten Seruyan

Tabel 2.6

Tahun 20212022

Target Renstra | Realisasi Capaian | Rasio Capaian
No Program Tahun Ke- Tahun Ke- Pada tahun ke-
2021 | 2022 2021 2022 2021 | 2022
1 {Program Penunjang 100% | 100% | 71,55% | 77,14% | 71,55% | 77,14%
Urusan Pemerintahan
Daerah
2 |Program Pengelolaan 100% | 100% g96% 8g,52% | 96% |89,52%
Keuangan Daerah
3 |Program Pengelolaan 100% | 100% | 57,61% | 7,07% {57,61% | 7,07%
Barang Milik Daerah
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Tabel 2.6.

Realisasi Anggaran Program dan KegiatanTahun 2022

No.

Program/Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Realisasi
(Rp)

Tingkat
Realisasi
Anggaran
(%)

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

12.183.000

1.615.000,00

13,26%

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

7.165.000

5.087.500,00

71,00%

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

11.220.000

6.970.000,00

62,12%

Koordinasi dan Penyusunan DPA-
SKPD

4.999.500

1.674.000,00

33,48%

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD

4.994.500

3.350.000,00

67,07%

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

9.999.000

0,00%

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

9.999.500

3.235.000,00

32,35%

Administrasi Keuangan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

6.397.753.5M1

4.733.380.781,00

73,99%

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

1.553.472.500

1.365.097.000,00

87,87%

Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah

Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD

9.992.000

Pengamanan Barang Milik Daerah
SKPD

9.957.700

2.200.000,00

22,09%

Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD

10.000.000

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
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Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

40.294.000

16.204.400,00

40,22%

Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan

320.340.000,00

47.646.312,00

14,87%

Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan

375.662.000,00

135.206.188,00

35,99%

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

76.705.000

22.270.000,00

29,03%

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

820.793.200

659.013.900,00

80,29%

Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

514.127.500

481.543.200,00

93,66%

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.083.415.640

777-429.830,00

71,76%

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

33.500.000

32.512.000,00

97,05%

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

12.012.000

10.020.000,00

83,42%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

1.188.882.000

588.380.990,00

83,14%

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Pengadaan Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

1.033.150.000,00

1.032.700.000,00

99,96%

Pengadaan Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Operasional

1.366.800.000,00

1.276.500.000,00

93,39%

Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

24.995.000

21.933.500,00

87,75%

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

1.061.769.416

839.026.878,00

79,02%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

1.138.008.768

908.510.900,00

79,83%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas

303.130.000

252.161.157,00

83,19%
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Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas

934.190.000

796.661.400,00

85,28%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

145.110.000

87.882.296,00

60,56%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

990.719-259

545.563.259,00

55,07%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

412.725.000

311.486.000,00

75,47%

PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan KUA
dan PPAS

24.963.500

19.821.000,00

79,40%

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS

47.060.000

31.630.000,00

67,21%

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi RKA-SKPD

1.026.270.000

146.387.040,00

14,26%

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD

966.302.500

190.906.382,00

19,76%

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD

177.322.000

137.060.478,00

77,29%

Koordinasi dan Penyusunan
Regulasi serta Kebijakan Bidang
Anggaran

224.716.000

92.324.158,00

41,08%

Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

Koordinasi dan Pengelolaan Kas
Daerah

45.720.000

44.046.292,00

96,34%

Penyiapan, Pelaksanaan
Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD

32.803.000

30.938.000,00

94,31%

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

60.000.000,00

59.952.608,00

99,92%
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Koordinasi Pelaksanaan Piutang
dan Utang Daerah yang Timbul
Akibat Pengelolaan Kas,
Pelaksanaan Analisis Pembiayaan
dan Penempatan Uang Daerah
sebagai Optimalisasi Kas

21.402.000,00

20.550.701,00

96,02%

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan
Atas SP2D dengan Instansi Terkait

69.750.000,00

69.689.000,00

99,91%

Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan

Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

70.322.000,00

70.248.100,00

99,89%

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah

37.684.000

15.696.000,00

41,65%

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan,
Pendapatan-LO dan Beban

81.128.000

64.773.386,00

79,84%

Konsolidasi Laporan Keuangan
SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

230.379.000

220.264.535,00

95,61%

Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota

125.532.000

89.844.000,00

71,57%

Penyusunan Tanggapan/Tindak
Lanjut terhadap LHP BPK atas
Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

26.184.800

15.701.900,00

59,97%

Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan
Kerugian Daerah

RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026

42.630.000

14.493.400,00

34,00%

133




Penyusunan Kebijakan dan
Panduan Teknis Operasional
Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah

44.774.000

30.969.400,00

69,17%

Penyusunan Sistem dan Prosedur
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah

88.615.000

0,00%

Penunjang Urusan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Kebijakan dan Alokasi
Subsidi

2.000.000.000

1.999.996.003,00

100,00%

Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan Keuangan

162.106.005.000

162.017.152.400,00

99,95%

Pengelolaan Dana Darurat dan
Mendesak

13.830.269.792

1.289.277.582,00

9,32%

Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Kabupaten/Kota

6.461.404.233

1.479.323.792,00

22,89%

Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah

Implementasi dan Pemeliharaan
Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Keuangan
Daerah

232.581.000

217.802.681,00

93,65%

PROGRAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Penyusunan Standar Harga

19.864.000

17.358.514,00

87,39%

Penatausahaan Barang Milik
Daerah

90.616.000

60.315.007,00

66,562

Pengamanan Barang Milik Daerah

11.245.848.823

526.332.472,00

4,68%

Penilaian Barang Milik Daerah

32.510.000

26.440.639,00

81,33%

Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
PenghapusanBarang Milik Daerah

47.524.000

45.644.818,00

96,05%

Rekonsiliasi dalam rangka
Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah

14.200.000

12.835.400,00

90,39%

Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah

132.392.000

130.555.161,00

98,612
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Jumlah

219.574.837.642,00

184.553.592.340,00

84,05%
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2.4. Kelompok Sasaran Layanan

2.4.1. T

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja BKAD Kabupaten Seruyan dilakukan
perbandingan antara capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan,
serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud
dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam
Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya danfatau berdasarkan atas hasil

analisis standar kebutuhan pelayanan.

antangan

Tantangan yang dihadapi BKAD Kabupaten Seruyan dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi, antara lain:

1.

2.4.2.

Penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development

goals) oleh pemerintah perlu memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah.

Dinamika perubahan regulasi kebijakan nasional yang cukup sering harus
direspon oleh daerah secara cepat.
Tuntutan masyarakat terhadap laporan keuangan yang berkualitas dan
memiliki kinerja tinggi.
Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang
semuanya harus ditampung dan diperhatikan.
Konsistensi perencanaan dan penganggaran lingkup kabupaten belum
optimal dilaksanakan.
Good governance sebagai amanah yang harus dilaksanakan dan
diimplementasikan.

Peluang

Peluang (Opportunity) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang
membantu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan dalam

mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi meliputi:
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1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah pasal 7 dijelaskan bahwa Kepala SKPKD selaku PPKD dhi.
Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan fungsi:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

¢. melaksanakan fungsi BUD;

d. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

e. mengesahkan DPA SKPD;

f. melakukan pengendalian APBD;

maka berdasarkan ketentuan diatas Badan Keuangan dan Aset Daerah

mempunyai fungsi strategis dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur
pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan
terhadap perundang-undangan yang berlaku.

3. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas
pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk
menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah;

4. Tersedianya regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;

5. Adanya pendampingan dari BPKP Perwékilan Provinsi Kalimantan Tengah
maupun Inspektorat Daerah untuk meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola
keuangan dan aset daerah;

6. Adanya kesamaan persepsi dari segenap aparatur pengelola keuangan dan
seluruh perangkat daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan
perundang ~ undangan yang berlaku;

Adanya hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah;

8. Adanya dukungan yang baik baik dari pihak eksekutif maupun legislative.
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BAB I
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan BKAD

Dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang baik [okal,
regional, nasional dan global sudah seharusnya dapat direspon dengan
menempatkan pelaporan keuangan sebagai. alat manajerial yang berfungsi
untuk kontrol dalam mencapai sasaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi
BKAD. Mengacu pada tugas pokok dan fungsi BKAD, maka peranan BKAD
sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan
pertanggungjawaban APBb namun peranan penting tersebut tidak akan
berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan sarana dan prasarana
serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok
dan fungsi pelayanan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah suatu kondisi
atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa yang akan
datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam jangka panjang.

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56
Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan .
Fungsi, serta Tata Kerja Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Susunan
Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan, Badan

Keuangan Dan Aset Daerah menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang
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Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dan fungsi BKAD sebagai:

1. pengoordinasian dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;

2. pengoordinasian dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; ‘

3. pengoordinasian dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah,

4. penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5. pengelolaan Data dan tmplementasi Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Lingkup Keuangan Daerah

6. pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Seruyan diatas, maka peranan Badan Keuangan Dan Aset
Daerah sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai
dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan
pertanggungjawaban APBD serta pengelolaan aset daerah namun peranan
penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh
sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka
melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan
dokumen penganggaran;

2. Kurangnya SDM di BKAD sehingga mengakibatkan kurang optimalnya
pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

3. Terbatasnya kualita.s sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas
dan fungsi secara berkualitas dan tepat waktu;

4. Belum Optimalnya penerapan Teknologi Informasi dalam proses

perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;

RENCANA STRATEGIS DADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAL :
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5.

Belum optimalnya tata Kelola aset secara tertib administrasi sehingga

kurang akuratnya data barang milik daerah;

Adapun rekomendasi dan upaya untuk mengatasi permasalahan yang

ada, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan antara lain:

1.

2,

Diperlukan adanya konsitensi dokumen perencanaan dan penganggaran;
Peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia dalam
pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
Melakukan rekonsiliasi secara berkala baik terhadap pengelolaan

keuangan maupun pengelolaan aset;

3.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi

entitas dimasa datang. Suatu kondisikejadian yahg menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian

yang lebih besar atau sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa isu strategis yang harus

diperhatikan untuk pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan, yaitu:

1.
2.
3.
4.

Peningkatan implementasi reformasi birokrasi;

Peningkataﬁ kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;

Peningkatan kualitas laporan Pemerintah Daerah yang akuntabel;
Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi

pelayanan kepada masyarakat.

RENCANA STRATEGIS BADAN REUANGAN DAX ASET DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 — 2026 -3



4.1.
441,

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Renstra BKAD
Tujuan

Penyusunan tujuan dan sasaran Badan Keuangan Dan Aset
Daerah berdasarkan visi RPJPD Kabupaten Seruyan tahun 2005-2025, arah
kebijakan dan sasaran pokok periode ke-IV dari RPJPD Kabupaten
Seruyan, serta memerhatikan isu strategis krusial di Kabupaten Seruyan.
Sehingga dapat dilihat keterkaitan perumusan tujuan dan sasaran RPD
Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. Sesuzi dengan arah pembangunan
RPJPD Tahap Ke IV, pembangunan Kabupaten Seruyan diarahkan pada
pada Pemerataan pembangunan pada bidang Ekonomi, Infrastruktur,
pemerintahan dan Lingkungan.

Tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan
perumusan strategis yang memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar penyusunan
kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah selama periode 2024-2026.
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya
didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan. Tujuan
tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat
menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun
tujuan yangingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. “Mewujudken Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif,
' Efisien dan Akuntabel”’
2. “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan”
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4'1.2'

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformalisasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk
dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Adapun
sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan
strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin
dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin
dicapai BKAD yaitu:

1. “Meningkatnya Kalitas Layanan Perangkat Daerah”
2. “Terwujudnya kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah yang
Akuntabe/”

Selanjutnya pada tabel dibawah ini dimuat atau digambarkan tujuan dan
sasaran serta indikator-indikator sebagai ukuran kinerja BKAD Kabupaten

Seruyan dalam pencapaian tujuan perangkat daerah 2024-2026.
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Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 - 2026

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR INDIKATOR SATUAN | KOND Target KONDISI
TUJUAN SASARAN 181 AKHIR
AWAL | 2024 | 2025 | 2026
1. | Mewujudkan  Tata | Meningkatnya Persentase Nilai SAKIP | persen 67.50 | 67.50 69 70.50 69
Kelola Organisasi | Kualitas Layanan | Pelaporan Perangkat Daerah
Perangkat  Daerah | Perangkat Daerah LHKPN
yang Efektif, Efisien
dan Akuntabel
2, | Meningkatkan Terwujudnya kualitas | Opini BPK Indeks persen 70,00 | 70,00 | 72,50 | 75,00 72,00
kualitas tata Kelola | Tata Kelola Keuangan Pengelolaan
administrasi Dan Aset Daerah Keuangan dan
pemerintahan yang Akuntabel Aset Daerah
RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAN
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Tabel 4.2

Hubungan antara RPD dengan Renstra Perangkat Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan

MISI RPJPD TUJUAN RPD SASARAN RPD INDIKATOR | TUJUAN PERANGKAT SASARAN INDIKATOR
DAERAH PERANGKAT SASARAN
DAERAH
Mewujudkan Tujuan 3 : Terwujudnya tata | Sasaran 6 : | Nilai BPK 1. Mewujudkan  Tata | 1. Meningkatnya | 1. Nilai SAKIP
fata Kelola pemerintahan yang | Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Kualitas Perangkat
pemerintahan baik (Good Governace) Kelola Pemerintahan ‘Perangkat  Daerah Layanan Daerah
yang baik, Daerah yang Efektif, Efisien Perangkat
demokratis dan dan Akuntabel Daerah
partisipatif
2. Meningkatkan . Terwujudnya 2.Indeks
kualitas tata Kelola kualitas Tata Pengeloiaan
administrasi Kelola Keuangan
pemerintahan Keuangan Dan dan Aset
Aset Daerah Daerah
yang Akuntabel
RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
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Tabel 4.3.

Tujuan, Sasaran dan Targef Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Seruyan
No Tujuan Sasaran Indikator Target Kinerja
Perangkat Perangkat Sasaran
Daerah Daerah 2024 | 2025 | 2026
1 | Mewujudkan Tata | Meningkatnya Nilai SAKIP 67.50 69 70.50
Kelola Organisasi | Kualitas Layanan | Perangkat
Perangkat Daerah | Perangkat Daerah | Daerah
yang Efektif,
Efisien dan
Akuntabel
2 | Meningkatkan Terwujudnya Indeks 70,00 | 72,50 | 75,00
kualitas tata Kelola | kualitas Tata | Pengeiolaan
administrasi Kelola Keuangan | Keuangan
. Dan Aset Daerah | dan Aset
pemerintahan yang Akuntabel Daerah
RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
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4.2. Cescading Kinerja Perangkat Daerah
Cascading kinerja Badan Keuangan Dan Aset Paerah dapat dilihat pada
tabel berikut fni :
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Tabel 4.2
CASCADING (PENJENJANGAN) KINERJA
Badan Keuangan dan Aset Daerah

' Gazaren Basaran Sab Hosll Gnb
Na. Tujuan IKY Tuf 1EU Sasaran Progran Eeglatan Hegiat IED Hogiatan Romus Bub Kegistan Hepl IEU Bob Eoglatan Ramus
[21] @) () “ [G1 5) M 8} ) 10) 1 §12) (3 114)
1 |Mewajudi deningh Fersontasc Pelaporan|Nilai SAKIP Perangkat
Tata Kelola| Kualitns LHKPN Daerah
Organizaal Layanan
Perangkat Perangkat
Dasrah yang] Daerah
Efcktif, Efislon
dan Almnubst
2 |Meningkatk Terwujud Crpinl BPK Indeles Pengelolasn
kunlitas tata Kualitas  Tata Keusngan dan Asst
Kelola Kelola K Deersh
adminisloasi Dan Aot
pemerintalian | Dasrah Yang]
Akuntabel
1. Pengeloiazn
Kousngun Daorah
1. digasi dan  |Terlak Ketep waktu |Tepat Waktu/ Tidak 1. Kooxdinasl dan Tarsusunnya Jumlah Dek WJurslnk dol Dal
Peny Peny . p Tepat Waktu Peny UA | Dol KUA |KUAdan FPA3  |KUA dan PPAS
Rexacans Regulasi Anggaran dan FPAS dan PPAS yang Disusun yang tereedia
Acggeran Ducral | Pemerintah Pendapatan dan pada tahun X
Dacrah sebagal  |Beianja Daerah
Dasar |AFBD]
Penganggaran
SKPD
2. Koordinaai dan T Jumlah Dot Jumiah dok Do}
Peny Dol Perubahen KUA  |perubahan KUA
Perubahan KUA dan|Perubakan KUA |dan Perubahan  [dan PPAS yang
Perubahan FPAS  |dan PPAS PPAS yang tersodia pada
Disusun tahun X
3. Koord: 4 T Jumlah REA- Juminh Dolturnen
P dan Dol GKFPD yang Dokumen RKA
Veriflknnl RKA- Recicnna Korja | Diverifilaaj SKPD yang
SKPD ‘Anggoran [RKA) torveriikasi pada
SKPD tahun X
4. Koordinaal T Jurniah Jumlah Dokumen,,
Penyusuoan dan Dokumen Perubohon RKA- |Dokumen
Vi FPerubabiast RKA [8KPD yang Porubahan REA
Perubahon RKA- BKFD Diveriftkani BKPD yang
- SKPD torverifikasi pads,
tahun X
5. Hoordinasl T Ny Jumlah DPA- (Jumlak Dokumen
Ponyuaunan dan Dokumen ¥Kerja J8KPD yang Dokurnen
Verlfikasl DPA- gearan (DKA] | Diverifikcasi Pelak
SKPD SKPD Anggaran (DPA)
. SKFD yang .
tersusun pada
tabun X
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6. Koordinasi, Tersusunnys, Jumlah Jumlah Doltumon
Panyusunan dan Farubahan Perubahan DPA- |Dokunen
Verifikasj Dokumen SKPD yang Feloksanaan
Perubahan DPA- Pelak Diverifikasl Perubohan
SKFD ANggaran SKPD Anggaran (DFPA)
SKFD yang
tersusun pada
tahun X
7. Xoordinas! dan Terlak |Jumlah Peraturan [Jumlah Perda Deltumen
Peayusunan penyusunan Daerah tentang  |AFBED dan
2 Daarah, AFBD don Jumlah
tentang APBD dan | Dagrah tentang |Peraturan Kepala |Peraturan Kepaln
Peraturan Kepala [APBD dan |Daerah tentang  |Daerah tentzng
Dacrah tentong Peraturan Kopala|Penjabaran APBD |Penjabaran
Penjabaran APED | Doorah tentang AFDD yang
Penjabaran torsusun
APBD
8. Hoordinesi dan Terlaksananya  |[Jumlah Peraturan [Jumlah Perda Dekumen
Fenyusunan potiyusunan Daerah tontong  |tentang
Peraturan Dasrah  |Peraturan Perubahan AFBD |Perubahan AFBD
tentang Perubahan |Daerah tentang |dan Peraturan dan Peraturen
AFBD dan Perubahan APBD (Kepala Doerah Kepala Dacrah
Peraturan Kepala |dan Peraturan tentang tentang
Daereh tentang Kepala Daerah  |Peniabaran Penj
Ponjabaran tentang Ferubshan APBD | Perubaohan APBD
Perubahan APFBD | Penjabaran yang torsedin
Perubahzn AFBD pada tahun x
8, Hoodinasl dan Terlal Jumlah Dok \Jumlah Regul 2 Dokumen
Penyusunan ponyusunar Regulas] serts. vang disusun
Regulasi serta gulasi serta Eebilakan Bidaang |pada Tahun x
bijnkan Bidang  kebija Anggaran
Anggaran anggaran,
10. Koordinasi Terlaknananyn |Jumnlah Dokumen |Jumlah Laporan Dokuman
Ferentanasn koordinasl Hasil Koordinasi  |Has! Keordinosi
gar P F F
Pendapatan anggaran Anggaran | Anggaran
dascah SKPLDY yang
dilalesannion
pada tahun X
11. Koordinasl Teriaksananya [Jumiah Dekumen jJumlah Laperan Dekumen
Pe koordinasi dan  |Hasil Koordinasi  [Hasil Koordinasi
Anggaran Belacja  |p by an Pere:
Daerah anggaran belanja Bealanja A Belanja
dasrah Dagerah Dasrak yang
dilakaanakan

pada tahun X
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12. Keoordinasi Terlaksananya  |Jumlah Dok Jurnlah Lap Dol
P k dinasi dan [Hasil oordinasi |Hasil Koordinasi
A P an Per: P
Pembl 28 A
daerah Daerah yang
pada tahun X
13, Pembl Torlak Jumlah Qrang  |Jumiah Loporan Crang
3 b yang Mangleuti  [Hasil
F per 7
Caerah Pemerintah | Pe Pembinaan
Kabupaten/Kota pemerintah Deorah Peroncanaon
daorah terhadap |Pemerinuh Peng:
BKPD Kabupaten/Kotn |[Pemorintah
Kabupaten fEota
yang
dilaksanakan
pada tahun X
2. E dan  [Mening Jumlah Bolanja |Pajak Daeroh 1. Keordinasi dan Torlzk Jumiah Dol Cakupan Waktu Dokzmen
Pengeclalazn kualitas Bagi Haall ditarmbah Retribusi Pengelal Kny i dan  |Heail Koordinasi |Pengelolaan Kas
P pengelolaan KabfHota/Desa |Dasrah Keb/Kota x Dasrsh pengelolann kay |dan Pengelolaan  |Dasreh, Jumlah
Dacrah Perbendaharann 1074 daerah Kas Dacrzh Laporan Hasll
Datrah Koordinasi Dan
Pangelolaan Kas
Deerah SKPD
yang
R pada tahun X
2. P ol Siza Tory hinya (Jumlak: Laporan  |Jumlsh Laporan Laporan
Lebih Perhitungan |jumilsh laporan |Hasil Pengelolaan |Penerhitan
Anggaran Tahur penerbitan Siza Lebih Anggaran Kns
Sebelumnyn anggaran kaa Perhitungan Dan Spd yang
dan EFD Anggaran Tahun |dilaksanekan
Bcbelumnya pada tahun X
3. Penyl Terponuhiny [Jumlah Dok Tumloh Lap Dok
P Hasil Realisnsi
F P dolien don |Penerl Dan
. Pe Fenerbitan Fengoluaran Kas
A Anggaran Kas dan|Deerah, Laporan
. BFD Aliran Kas Dan
Peageluaran Kas
. Daerah Yang
1 Disusun yang
dilaksanakan

pada tabun X




: P— Saanran Gasaran Bob Hasll 6ub
No. Tojusn frlod] IR Bosaran Program Kegiatan Eeglatan IEU Registan Romos Gab Koglatan egistaq | Gub Hsgistan Rumus Fegintaz
1] ] &) (4 51 51 M 8 9 110} £33 (12) 13 (14

4. P I} Terlak Jurnlah Dy Jumlah Lap Dol
Panblay Casrah |k dinasi dan  |Hasil Hoordinasi
pengelolaan kns |Penatausahaan  |Polaksanasn
dacrah FPembiayann Fiutang Dan
Daerah Utang Daerah
SKPD yaog
dilnksanakan
pada tahun X
5. Koordinasi Terlak Jumlah Dokumen {Jumlah Laporan Dokumen
Fasilitasd, Asistensi, |eckonsiliasi Data |Hesil Koordinasi, |Hasi] Relkousilieal
Sinkroniasal Penerimaan dan |Faailitasi, Data, Ponerininan
Supervisi Pengel Kas JAai A Dan Pengeluaren
Monitoring dan serta Sinkronisasi, Kas Berta
Evaluaaj F dan |Supervisi, Pommungutan Dan
Pengelol: Dana |P Ataa |Monitoring, dan | Atas
Perimbangan dan  |5P2D dengan Pvalussi 8p2D Dengan
Dana Transfer Instansi Terkall | Pengelolann Nana |instanei Terkait
Lainnya Perimbangan dan |yang
Dana Traasfer dilalaanaken
|Lainaya peda tahun X
6. Koordinasi Terpenuhi [Jumlah Dokumen |Jutnlah Ragulasi Dokumen
Pelaksanean Kerja |regulesiyang Hasil Koordinael, |Yang Disusun
Sama daa di Pelak Kerjai SKFD yang
Psmantauan Sama dan dilaksacakan
“Transaksi Non Pemantapan pada tahun X
Tunal dengan Transaksi Non
Lembaga Kouangan “Tunai dengan,
Bank dan Lembsaga Lembeags
Kauangosn PBukan Keuangan Bank
Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan
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Koordinasi dan Jumlah Laporan Laporan
Penyysunan Reallseal
Laporan Realisasi Penerimnan dan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Pengeluzaran Kas Daerah, Laporan,
Daerah, Laporan Aliran Kos, dan
Aliran Kas, dan Pelalmanaan
Pelnisanaan Pemungutan/Pem
Pemungutan/Pemot {otongan dan
ongan don Penyetornn
Peayetoran Perhitungan Fihakd
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan
Ketign (PFK) Laporan Hosil
Koordinasl dalam
rangka
Penyusunan
Laporan Roalisasi
Penerimann dan
Pengeluaran Kaa
Daerah, Laporon
Aliran Kas, dan
Pelaizanaan
Pemungutan/FPem
otongan dan
Penyetoran
Koordinasi Jurmniah Dokumen Dokumen
Pe! Hasil Keordinasi
Piutang don Utang Pelaksansan
Dacrah yang Timbul Piutang den
Alkdbat Pengelolann Utarg Dasrah
Kaas, Polaksansan yang Timbul
Analisis Pembiayaan Akibat
dan Pensmpatan Pengelolann Kns,
Uang Dasrah Pelak»ansan
sobagal Optimafisas] Analisis
Kes Fembiayasn dan
Penempatan Uang
Daerah sebagai
Optimalisas{ Kaa
Rekonsilingi Data [Jumlah Dokurmen Dokurnan
Penerimaan dan Hanil Rekonsiliaai
Pengeluaran Kas Data Penerimaan
serta Pemungutan dan Pengeluaran

dan Pemotorngan
Atas SP2D dengan
Inatansl Terkait

Kaa pertn
Penmippgutan dan
Pemwotongan alas
8P2D dengan
Inatansl Torkait




P Basaran Basaran Sud N Haall §ub
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Penyusunan Jumlah Petunink Dolcamuen
. Fetunjuk Teknais Teknis
Administrasi Administrasi
Esuangan yang Keuangan yang
Berkaitan deangan Berkaitan dengan
Penerimaan dan Penerimaan dan
Pengoluaran Kas Pengeluaran Kas
sertn, setta
Penatousahaan dan Penatausahaan
Pextanggungiawabo dan
n Sub Kegiatan Pertnrggungiawab
an Sub Keglatan
Pembinann Jumiah Orang Orang
Penatausahann yang Mengiluti
Kauangen Pembinoan
- Pemmoritatah Penatausahann
Kabupaten/Xota Keuangan
- Pemerintah
Kabupaten /Kota
3. dinasi dan T Laporan Katopatan waltn . Koordinaa{ Terlaksananya |Jumlah Laporan [Jumiah Laporan
Peclak pelap gan penyusunan dan Peilal ¥ dinasi dan Berita Acara |Penerimann pada
A i dan I gan dacrah | P intah Pen ian LKPD Akuntansi pelnksanean Hasil Koordinasi |Kasda sama
Pelaporun yang akuntabel |Doerah yang kepada BPK dan i dan Al i Pelak d hasil
Henengan Daemb |don lakuntabel sesual | Perda Pengeluaran Kas Penorimaan dan | Ak i I dinasi dan
Pertanggun giawa |BAP atss Pertanggungiawaban Daerah Fengeluaran Kas |Pererimann dan  |rekon dengan
ban Pelaimanaan APBD ke DPRD Peogelueran Kas  |Aplikesi
APBD APRD dan Parda Daereh keuangar dan
{ Perbub Bapend
Pertanggungjawa
ban AFED
Rekonsiliasi dan Torsel JJurniah Dy Jumlah Laporan Dokumen
Verifikasj Aset, trekonslinsi dan |[Hosil Rekonailinsi [Haail Releonailiasi)
Kewajiban, Ekuitas, |verifikasi aset, dan Verifileasi Dan Verivikasi
Peadar Hewajiban Aset, Kewajiban, |Aset, Kewajiban,
Belanja, Blkuitas, Ekuitas, Biuites,
Pernbl Pond Pend Pand
Pendapatan LO dan |Belanja, Eelania, Belanja,
Beban Pembi Peinhi Femblayaan
Pendapatan LO  |Pendag LD, [Pendap Lo
. dan Beban dalamidan Beban Dan Beban
1 tahun Dalam 1 Tahun
yang
dilolaanakan
pada tahun X
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3. Koordinasi Torsusunnya Jumlah Laporan pJumliah Skpd Laporan
Fenyusunon laporan Fertanggungiawab | Yang
Laporan Pertanggungiawa |2n Peloknanaan | Menyampaikan
Fes jawabn |ban Pelak APBD Bul Loporan
1 Pelaksanaan APBD Bulanan, |Trivulsnan dan  |Pertanggungiaowa
APBD Bulanan, Triwnlanan, dan |Bemestsran ban Pelaksanaan
Triswul dan Apbd Bulanan,
Sameateran Triwulanen Dan
Semesteran
Tepat Wakiu
yang
dilnksanakan
pada tahun X
4, Konsolidasi Laporan | T [Juminh Laparan  [Jwmlah 8KPD Laporan
HKouangan SKPD, laporan |Keuangan SBKPD. |yang telah
BLUD dan Leporan |kensolidasi BLUD dan, menyusun dan
Ke k gan SKPD, |Laporan menyampaikan
Pemerintah Dasrah |Laporan Keuanj Laporan
K BLUD |Pe intah keuangan SKPD
dan Laperan Daorah yang yang nant akan
Ke gan Pemca | Terk Ldasi dilakukan
(Eonsolidasi
untuk dj lakukan
]penyusunan
Laporan
HKeuangan .
Pomworintah
' Daerah
3. Koerdinaai dan Jwnlzh Jutnlah Doleurnon
Periyusucan Rapordn dan Rancangan Raperda/Perda
Rancangan Raperbup Feraturan Decrah |[Dan
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AFBD dan BLUD
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BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebfjakan merupakan rumusan pefencanaan yang
komperehensif mengenai langkah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 dengan efektif dan efisien. Strategi dan
kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah
mencapai tujuén, sasaran jangka menegah yang menjadi tugas dan fungsi dari
perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Restra-PD selanjutnya menjadi
dasar perumusan strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan
serangkaian kebijakan. kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan
strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari
waktu ke waktu selam-a 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan

strategi agar memiliki focus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaanya.

Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi
secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana
program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan
Daerah (RPD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan
sasaran dengan efektif dan efisien.

Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana
cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi
tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan daiam Renstra-

Perangkat Daerah. Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan
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bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan
serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan
strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari
waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan

strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan dalam RENSTRA-BKAD selanjutnya menjadi dasar
perumusan kegiatan Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah
yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi digambarkan dalam
pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang
selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman
untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan
kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan

pengaturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan 2024-2026 yang sejalan dengan
Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Seruyan 2024-
2026, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan telah menetapkan

Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAN
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Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BKAD
Kabupaten Seruyan 2024 - 2026

Tujuan 3 : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governace)

TUJUAN SASARAN
PERANGKAT PERANGKAT STRATEGI ARAH KEBLJAKAN
DAERAH DAERAH
1. Mewujudkan 1. Meningkatnya Pemanfaatan . Meningkatkan

Tata Kelola| Kualitas dukungan data kosnsistensi
Organisasi Layanan dan  informasij penyusunan dan
Perangkat Perangkat be]rgasarkan pembahasan REA dan

aplikasi an DPA engan
Daera'\h ya.ng Daerah digunakan yone kesepakatan KUA gan
Efektif, Efisien .

. PPAS sesuai dengan
dan Akuntabel |2. Tervyu;udnya Ketentuan yang
kualitas Tata berlaku
2. Meningkatkan Kelola

kualitas ~ tata| Keuangan Dan|a. Meningkatkan p. Pembinaan  teknis
kelola Aset  Daerzh kualitas  SDM| pengelolaan
administrasi yang dibidang keuangan dan aset
pemerintahan Akuntabel pengelolaan daerah

keuangan dan

aset daerah

Melaksanakan
penyesuaian
regulasi  sesuai
ketentuan yang
beriaku

Mengoptimalkan
penggunaan
Teknologi
informasi dalam
pengelolaan
Sistem Informasi
Keuangan dan
aset daerah

Melaksanakan
pemberantasan
korupsi melalui
implementasi
transaksi  non
tunai
Optimalisasi
penggunaan dan

3.

4.

Peningkatan  kinerja
pengelolaan
keuangan daerah
dengan sarana dan
prasarana yang
memadai
Pengembangan
sistem informasi
pengelolaan
keuangan yang
terpadu  mulai dari
penganggaran,
pelaksanaan,
pelaporan . dan
pertanggungjawaban
Implementasi

transaksi non tunai

Peningkatan kapasitas
SDM yang dimiliki
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Tujuan 3 : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governace)

TUJUAN SASARAN
PERANGKAT PERANGKAT STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

DAERAH DAERAH
pengamanan
aset daerah
Monitoring Mendorong dan
pelaksanaan melaksanakan tertib
pengelolaan administrasi
BMD kepada pengelolaan BMD
masing— masing kepada masing -
SKPD masing SKPD

RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUFATEN SERUYAN TAHUN 2024 - 2026

Y4



BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah
program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan. Program adalah kumpulan kegiatan
yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat
guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan
tuntutan ke depan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan.Daerah
(RPD) Kabupaten Seruyan 2024 - 2026.

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan
kebijakan Perubahan Renstra BKAD Kabupaten Seruyan 2024 - 2026, maka langkah
operasionalnya harus dituangkan ke dalam .program dan kegiatan indikatif dengan
memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegjiatan Badan Keuangan
dan Aset Daerah dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun
perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 3 (tiga) tahun mulai Tahun
2024 sampai dengan 2026, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja
pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatén yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujﬁan |
pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan
pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan
kegiatan tahunan. |

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat
dalam RPD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan
Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas

dalam dokumen RPD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis

RENCANA STRATEGLS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAEAH
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permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan.
Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money foilow program.
Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun
dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam pényusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas.
Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari
pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi
pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana
sfrategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.
| Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program, kegiatan, dan sub
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BKAD dapat

dilihat pada Tabel 6.1 berikut :

RENCANA STRATEGIS DADAN KEUANGAN DAN ASET DAEAR
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TABEL 6.1.
Rencena Program, Keglatan dan S8ub Keglatan SBerta Pendanaan Perangkat Dacrah
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Indiketor Kinesja Tojusn, Target Rinerja Program/Hcyt Jeab Kegh dan Herangka Peadanaan Eondix] Kinerja pada akhir peticds
Indikator Indikatcr Program) Keglatan/ Bub
Tnj & Regiat Basaren, Progmm,
Tajuas Gasamn an Hodn iy [Amﬁm-f anh Renstra Peranghat Daersh Pennoggungjownb
Tahkun 3024 Tahan 2028 Takno 2026
target Rp, targat Ep target Ep Terget [wp
1 F] 3 4 5 5 7 [ [] 10 EH] iz 13 1 14 15
Mewufudkan |Meningkatnys | Persentase Nial  SAKIP '
Tata Kelola Kualitas Pelaparan Perangiat
Organisasi Layanan LHKPN Daerah
Perangkat Perangkat
Daerahyang {Dasrah
Efektif, Efisien
dan Akuntabel
Maningkatkan |Terwuludnya  |Oplal BPK Indeks
kualitas tata litas Tata Pengelolaan
Kalola Kalola Kayangan dan|
Inistrasi gan Dan Aset Daerah
pemerintahan |Aset Daerah
yang Akuntabel
Frogram P Urnsaa onit  Eerja  yuog] 98% BKAD
Pemerintahan Daerah dap pelay
pdministras! porkantora 23.996,118.020 17.183.194.049 20.573.883.038 61.752.661.107
5.02.01,2,01 |{Forencanaan, Penganggaran, |Persentass doknmen 98% $6% k] 98% BEAD
dan { Hinerfa P P pengy dag
Dasrah tevainasl kinszfs Perangioat
D s ¢ disngnn den 300.600.,000 243,000,000 2'73.000.000 820.000.000
dilaporkan topat woken (34}
5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen umlah Doktmen Perencanoan 15 15 15 45 Dolumen BKAD
Pas I X B 1
Torencannan | f Daerah Deleamen 50.000.000( DoiUmER s0.000.000] DekHER 50,000.000 150.000.000
5.02.01.2.01.02 K dinasi dan Pe: Jumlah Dok REA-SKPD dan | 6 Dokumen & Dokuman 6 Dokumen 18 Dokumnen BKAD
Dokurnen RKA-BKPD Laporan Haosil Ksordinasi
Peoyusunan Dok RKA-BKPD 39.000,000 25.000.000;] 30.000.0001 85.000.000
5.02,01,2,01.03 Koordinasl dan Peuyusunan [Jumlah Dokumen Perubahan RKA- | & Dokumnen & Dokumen 6 Dokumen 18 Dokumen BKAD
Dokumen Perubahan REA- [SKPD dan Laporan Hasil Koordinesil
SKFD Penyus Dokumen Perubahan 30.000.000) 25.000.000 30,000.00Q 85.000.000
REA-3KTD .
5.02.01,2.01.04 [Koordinasi dan Fenyusunar [Jumlah Dokurren DPA-SKPD dan | & Dokuman & Dokumen 6 Dokumen 18 Dokumen BRAD
DPA-SKFD Laporen Haall Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-BKPD - 50.000.000 25.000.000 23.000,000 109,000,000
5.02.01.2.01.03 |Koordinasi dan Penyusunan |Jumlah Dokumen Perubahan DPA- | 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dolcamen 18 Dokumen BEAD
Perubahan DPA-BKPFD SKPD dan Laporan Hasil Koordinas
F Delrumen Perubah, 50.000.000 30.000.000 50.000.000 130.000.000
DPA-SKPD
02,01.2.01.06 |Kocrdinasi dan Penyusunan fJumlah Laperan Capalan Kinerja 12 Laporan 12 Laparan 12 Laporan 36 Laporan BXAD
Laporan Capaian Kinerja dankdan [khtisar Realisasi Kinerja SKFD)
lchtisar Roalisasi Kinerja  {dan Laporan Heail Koordinasl 20,000,000 30.000.000 90.000.000
SKPD Penyusunan Laporan Capaian 90,000,000
Kinerja
15.02.01,2.01.07 |Rvaluas] Kinorja Perangkat |Jumlnh Lepornn Evaluasi Kinetja | 25 Laporan 25 Laporan 2% Loporan 73 Laporan BEAD
. Daernh Porangkat Dasrah 60,000.000 60.000.000 60.000.000 180.00C.000




Indikster Kinegja Target Hinerla Program/{Eegintan/Sub Kegintan dan Kerangka Pendanaan Rondisi Hinecia pada akhiz periode -
1ndikator Progrum/ Kegistan/ Bub
Aasaran, Program,
Baskran B Hoda Eeglatan f Kogintan} Bub Regstra Perangkat Duerah Penanggungiawab
i fahon 2024 Tokos 2035 Tahmn 2028
Bt | Fp targel Ep Ep Taget_[np
2 L] 5 j6 _? -] -] 10 11 1‘2 13 14 13
50201202 | IF Dait Rt yang 95% 8% 95% B BRAD
Pesangkat Daorah mempercloh pelayansn
almintstrast henangaa 8.291.033.748) 8.230.524.777| $.346.272.766| 24.867.831.291
02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumnlah Orang yang Msnerima Gaji 52 52 62 1546 BKAD
Tunjangan ASH dan Tunjangan ASN Orang/Bula 6.617.561.245 | Oreas/Bula 6.552.052.277 | Orene/Bula 6.702.800.266 | Oreng/Bulan 19.912413.791
n n
02.01.2.02.02 Tenyediaan Adminlstrasi Jumlah T Hasil F [ 4 Dok 4 Dokummon 4 Dokumen 12 Dekumen E‘KAD
Pelalanann Tugas ASN Administrasl Pelaksanaan Tugas 1.583.472.500 1.553.472.500 1.553.472.500 4.680.417.500
ASN
5.02.01.2.02.03 |Pelalsanaan Penatavsahsan |[Juminh Dokumen Penotnusabans |12 Dokumend 12 Dokumery 12 Dekumex] 36 Dokumen BEAD
don Pengujian/Veriflknei dan F fVerifikasi K
Keuangan SKPD SKEPD 25.000.000 20.000.000 20,000,000 65.000.000
5.02.01,2.02.05 Koordinasj dan Penyueunan |[Jumlah Laparan Keuangan Akhir 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 3§ Laporan BKAD
Laporan Kevangan Akhir ‘Tahun 8XPD dan Laporan Hasi
Tahun SKFD Koordinasl Penyusunan Laporan 23.000.000 20.000.000 20,000.000 65.000.000
Keuangan Akhir Tahun S8KPD
5.02.01,2.02.06 Pengelolann dan Penyiapan |Jumlah Dokumen Bahan % Dokcumen & Dokumnen 5 Dokumeny t5 Dolumen PKAD
Bahan Tassggapan Tastggapan Pemseriksaan dan . 000.000 15.000.000 20.000.000
7 " Todak Lanjut P . 2% 60.000.000
02,01.2.02,07 Kocrdinnsi dan Penyusunan |Jumlah Laperan Keuangan 24 Laporan 20 Laporan 20 laporan 60 Laporan BKAD
Laporan Kewangan Bulanan/Triwulanan, Semesteran
Bul fTriwulanan & SHPD dan Laporan Koordinasl
ernn SKPD Peny Lapornn Keusngas 25.000.000 15.000.000 15.000.000 55.000.000
Bul Triwul, /5
SKPD
[5.0z2.012.02.08 Penyusunan Feloporan dan  [Jumlah Dokumen Pelaporan dan S Dekumea 3 Dokumen 5 Dol 15 Dokumen BKAD
Analisis Prognosis Realisnsl |Analisis Prognoais Realisasi 20.000.000 13.000.000 13.000.000 50,000,000
LAnggaran Anggaran
BEAD
8.03.01.2.03 Porsentass Pengelolaan S8% . 8% 93% 93% BEAD
A Bareng Millk Dacral 300.000.000 100.000,000 189.000.000 555,000,000
5.02,01.2.03.01 Jumiah R Keb b 5D 5 Dolumen 5 Dokumeng 15 Dolumen BEAD
Barang Milik Dacreh SHPD 30,000.000 15.000.000,00 25.000.000 7¢,000.000
5.02.01,.2.03.02 Pengamaonn Barang Mikk  |Jumiah Dok P an 5 Dok 5 Dakumen 35 Dokuinen 15 Dolcumen BKAD
Daernh SKPD ‘Barang Milik Dasrah SKPD 50.000.000 15.000.000,00 25.000.000 90.000.000
|50301.203.00 |Koordinasi dan Feniiaian Jumlah Laporan Hasil Penilainn 12 Laperan 12 Laporan 12 Laporan 36 Laporan BKAD
Barang Milik Dasrah SKPD | Bareng Millk Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian Barang Millk 35.000.000 10.000.000 25.000.000 70.000.000
Daersh 8KPD
. 5.02.01.2,03.04 |Pembinann, Pengawosan, Jumniah Laporan Hasil Pernhinaan, J 12 Laporan 12 Laporap 12 Lapornn. 36 Laporan BEKAD
dan Pengeadalinn Bansng Peng dan Pe: dali
Milik Daecah pada 8KPD | Barang Milik Daerah pada SKPD 50.000.000 15.000.000 30.000.000 95,000,000
[502.01.2.03.05 | Rekonslliesi don Penyusunan|Jumiah Laporan Rekonsiiasiden | 12 Leporan 12 Laporan 12 Laporan 38 Laporan BEAD
Laporan Barang Millk Penyusuran Laporan Barang Milik 35.000.000 15.000.000 30.000.000 80.000.000
Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
5.02.01.2.03.06 |Penatevsahaan Barang Milik {Jumiah Laporan Pecatausahann 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporar 36 Laporan BKAD
Daerah pada SKFD Barang Milik Dacrab pada SKPD 50.000.000 15.000.000 25.000.000 90.000.000
‘ 5.02,01,2.03.07 Pemanfaatan Barong Milik  [Jumlah Dolmimen Heail 8 Dokumaen 5 Dakuraen| 5 Dok 15 Dokumen BEAD
Daarah 8XFD Pemanfantan Barang Mililk Daerah 50.000.000,00 185.000.000,00 25.000.000,00 90,000,000
SKPD
BKAD




Iodikator Kinegfe Tojuan, Target HKinerja Fr K f5ab i dan K g F Hondis! Eitegs pada akhir periods
ml. pauz l;'dm' Hods ml’{ W{ b Basaren Program/ Kegiatan) gob Reostra Persngkat Daorah Ponanggungiaweb
I'atmn 2024 ‘Talmn 2023 Takag 2025
_targot Rp target Rp ot Rp Tanget _ IRp
3 + 5 5 7 g 9 10 11 12 13 14 15
— S— — — —
5.02.01.3.03 Hepog P Pegawal yung 98% 98% 8% 98% BKAD
Perangkat Dacrah jmemperalsh pelayazan
jadministrasi kepegawalan 1.165.000.000 360,000,000 803.000.000 2.1830.000.000
| porarigkat dacrah i
[5.02.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan jSumiah Unit Peniogitatan Sartna 1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unlt BHAD
Prasamna Disiplin Pegawel |dan Praasrana Dislplin Pegawai 30,000,000 20,000.000 20.000.000 70.000.000
5.02.01.2.05.02 Pengadean Pakalan Dinas  JJumlah Pakst Pakainn Dinas 110 Paket 110 Poket 110 Paleet 330 Paket BKAD
Beserta Atribut Jreserta Auibut Kelengkapan
Kelengkapanaya 290.000.000 75.000.000 100.000.000 465,000,000
5.02.01.2.05.03 |Pendataan dan; Pengolahnn [Jumlah Dokumnen Pendataan dan 12 12 12 36 Dokomen BKAD
Adorinistrasi Kepegawni F lak Ad: istrnsi Dokumen 25.000.000| Dokumen 20,000,000] Dokumen 23.000.000 70.000.000
Kepepawajan
5.02.01.2,.05.04 Koordinasi don Pelal ann [Jumish D 01 Hasil K Innai 12 12 1z 36 Dokemen BEKALD
Sistem Informasi dan Pelak Sistern { ) Dokumen, Dolkuman
kepogawaian Kepegawaian 20,000.000] 15,000,000 15.000.000) 30.000.900
5.02,01.2.05.05 |Menioring, Evaiuasidan Jumlal Dokumen Menitering, 4 Kali 4 Kali 4 Knll 12 Kali BKAD
Penilaian Kinecja Pegawai Evnluesi, dan Penilalon Kinerja
Pegawai 235.000.000] 15.000.00C 15.000,000] 55.000.000
5.02,01.2.08.00 |Pendkliknn dan Pelatthan Juminh Pegawai Berdasarkan 10 opang 10 orong 10 otaug 30 Crang BEAD
Pegawal Berdasatkan Tuges |Tugea dan Fungsiyang Mengiicutl 75,000,000 15.000,000 30.000.00¢, 120,000,000
dan Pungsl Pendidikan don Felatihan
E.02.01.2.05.10 |Sosialas] Paraturan Jumish Orang yang Mengikati "80 orang 80 orang 80 orang, 240 orang BRAD
Perundang F Porundang- 300,000,000 150.000.000} 300.000.000 750.000.000
Undangan
5.02.01.2.05.11 Bimbingan Telnla Jumlah Orang yang Monglkuti 25 orang 12 orang 15 orang 75 crang BEAD
} tasi P Bimki. Telnis Imp i
¥ ¥ 400.000.000! 230.000,000 300,000,000 950.000.000
Pesundang - Undangan Peraturan Perundang-Undangan
[e.02.013.06 [ad Dmum Perangkat [P unit kexia yang B 0% 08% 98% BRADY
Pacxah ‘meadspotian pelnyanan
Amd; { neom p 3.563.322.000 2.872.373.000 3.042.378,000 9.578.638.000
daesuh
5.02.01.2.06.01 [Peayedlann Kompener Jumlah Paket Komponen Instalasi 4 Pakat 4 Paket 4 Paket 12 Paket BKAD
Inatalasj Listril/ Pe Liatrik/ P Bangunan
Bangunan Kantor Kanter yang disexdiah 50.000.000 40.000.000 40.000,000 130.000.000
5.02,01.2,06.02 Penyediann Peralatan dan Jurnlah Paket Peralntan dan M 8 Paket 8 Paket 8 Paket ‘24 Pakst BKAD
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 800.000.000 400.000.000 400.000.000 1.600.000.000
Disodinkan
5.02.01.2.06.03 Penyedizan Peralatan Jumlah Poket Peralatan Rumah 8 Paket 8 Paket 8 Pakat 24 Paket BEAD
Rumah Tangea Tangga yang disediakan 224.000.000 150.000.000 223.000.000 600,000.000
5.02.01.2.06.04 |Penyedisrn Bahan Logistik  fJumlah Paket Bahan Logiatik & Palknt 8 Pakot 8 Poket 24 Paket BKAD
Kantor Kantor yang Disediakan 1.200,000,000 988,496,000 988,496,000 3,176.592.000
- 5.02.01.2.06.05 |Penyediaan Barmnng Cestakan jJumlah Paket Barang Catakan dan| 4 Pakst 4 Paket 4 Pokat 12 Paket BRAD
- dad Penggandaan Pen:ggandsan 30,000.000 : 30.000.000 30,000,000 90.000.000
5.02.01.2.06.06 Penyodinan Bahan Bacaan [Jumlah Dokurmen Bahan Baraan 12 12 12 36 Deluman BEKAD
dan Pemtumn Perundang-  |dan Peraturen Perundang- Dokutnen Doumon Dokumen
undangan ) Undapgan yang Disediaksn 30.000.000 25.000.000 30.000.000 83.000.000
5.02.01.2.05.07 Penyediazan Bahan Material |Jumlah Paket Bahan/Material yang| 2 Paket 2 Pakat 2 Paket & Paket BEKAD
Disedialan 20.000.000, 15.000.000 20.030.000| 58,000,000




Indikstor Kinesfa Tafnen, Target Kincra P gintan/Eoh dan gha Pend Heoodis! Kinstja poda akhis poriods
Todfketor Rods Program/ Beglatan/ 808 | g sarus Program/ Regiatan) bub Repstrs Porangkat Daerah Penanggungiaab
‘Tuknn 2034 Tatmo 2023 Tokan 2036
target Rr. farget Ap _targot Rp Tomget  [Rp
4 5 5 7 2 9 1_0 37 12 1 14 15
$.02.01.2.06.08 |Fasllitasi Kunjungan Tamu {Jumiah Laporan Fasilitasi 4 Laporan 4 Laporan, 4 Laporan 12 Laperan BKAD
Kunjungan Termu 50.000.000 15.000.0001 50.000.,000| 115.000.000
5.02.01.2.66.09 |Penyelonggaraan Fapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan [200 Laporan 200 200 600 Laparan BKAD
ggg"‘“’ dan Hoasultasi | Rapat Koordinast dan Konaulist 1.188.882.000 | eperan l.1sesgn.000 | LaPerm 1.168.862,000 3,566.646.000
5.02.01.2.06.10 | Penatausahaan Arip Jumlah Dokumen Penntausahaan 12 12 12 36 Dolcarnen BIAD
Dinamis pada SKPD Areip Dinamls pada 9XPD Dokumea 20,000.000] Dokumen 10.000.000] Dekumen 2,000,000 50.000.000
5.02.01.2.06.11 Dukungrn P:l.nhnmn Jumlah Dol Duk 8 Dol 8 Dokunen 8 Dokumen 24 Dolumen BEAD
Bhtem P i Pelak Bistem Permerintahan
Berbasis Elektronik padn Berbasly Elelttronik pada SKPD 50.000.000 10.000.000) 50.000.000) 110.000.000
SKED —
I_ BEAD
5.02.01.2.07 |Pecgedasn Barang Millk Persertass pengudsan BMD 9% 9% 5% 9% DKAD
Deazali Pennojang Urasan terhiadap pengadann RHEMD 5.6456.093.000 738.145.000 3.359.793.000 9.730.953.000
Pemerintah Dasroh
5.02.01.2.0T.0t Pengadann Kendaraan Jamlsh Unit Kendaraon R4 = 3 Unit, R2=5unlt R2 = 5 unit R4 = 2 Unit, BKaAD
Perorangon Diass atau Perorangan Dinas atau Kendaraan | R2 = 5 unit R2 = 15 unit
Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan yang Disediakan 1.926.573.000 155.143.000 155.145.000 2.236.863.000
5.02.01.2.07.02 Pengadn.nn Kendamm Jum.lah Unit Kendarann Dinas 4 Unit O Uait 0,00 3 Unit 7 Unit BYXAD
Op iona! atau 1 O {onal atau Lay yang
Disediskan, L.979,480.00C 1.484.610.000 3.464.030.000
'-. ,01,2.07, t i 60
5.02,01.2.07,05 |Pengadnazn Mebel J\lun]gh Pakat Mobel yang 20 Unit 200.000.000 15 Unit 50,000,000 20 Unit 00.000.000 Unjt 450.000.000 BKAD
5.02,01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 10 Unit 10 Unit 10 Uit 10 Vait BKAD
Mesin Lainnya Lainnya yang Disedinkan 200.000.000 100.000,000 . 200.000.000 500,000,000
5.02.01.2,07.07 |Pengndaan Aset Totap Jumlahk Unit Aset Tetap Lainnys 2 Unit 2 Unit 2 Unit 6 Unit BRAD
inzys yang Discdiakan 20,000,000 10,000,000 10.000.000 40.000.000
5.02.01.2.07.08 |Pengadaan Asel Tak Jumiak Unit Aset Tak Berwujud 2 Unlt 2 Uait 2 Unit 6 Unit BKAD
Bormujud yang Disediakan 20,000.000 10,000,000 10.000.000 40.000.000
5.02.01.2.07.09 Pengadnan GQedung Xantor  |Jumilah Unil Gedung Kantor atan 1 Unit 1 Ualt 1 Unit 3 Unit BKAD
s Bangunan lalangs. - |Banguoan Lainnya yang 500.000.000 200,000,000 200.000.000 2.000.000.000
3.0201.2.07,10 |Pengadaon Sarana dan Juminh Unit Sarana don Prasarana 1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 uait BKAD
Prasemno Gedung Kantor Qadung Kantor atau Bangunan
atau Bangunen Lalnnya Lainnya yang Disediakan 200.200.000 100.000.000 200.000.000) 500.000.000
5.02.01.2.07.11 Peogadean Sarana dan Jumlsh Unit Sarena dan Prasarana 1 Unir 1 Vait 1 Ualt 3 Unit BKAD
Prasarana Pendukung Peudu!cung Gedung Kantor atau
Gedung Kantor atau Lainnya yang disedial 200,000,000 100.000,0001 200,000,000 500,000.000
Banguoan lainnya
BXAD
3.03.01.2.08 |Penysdinan JasaF § ]-P terpenmhings B3% 8% 8% S8% BXAD
Urasan P et peanajacg nmsan 2370191277 2.330.191373 3.350.191.373 7.050.572.516
pemorintah dacrah
3.02.01.2.08.01 Penyediaan Josa Sumt Jumlah Laporan Penyedizan Jasa | 13 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 36 Laporen BXAD
Menyuerat Surat Menynrat 50,000,000 40,000,000 50.000.000 140,000.000
5.02.01.2.08.02 |Peoyediann Jasa Jumiah Laporan Penyediann Jasa | 12 Lapotan 12 Laporan 12 Laporan 34 Laporan BEAD
Komunikasl, Sumber Payn | Komunlkasi Sumbar Daya Air dan 1.132.182.504 1.132.162.504 1,132.182.504) 3.396,547.312
Air dan Listrik Listrik yang Disedinkan




ARy Indikstor Einegjn Tojann, Targot Hinesja Prograz/Keglates/Bub Kegiatan dan Keranghn Pondanzan Hoadis Kinet{a pads akhiy poricda
Koda Program/ Heglatan/ Bab Gusaran,Program} Kegiatan/ 6ub Reustra Peranghat Daerah Penangguagiswab
Basaran Hogiatan "
o Tabun 2024 Talmn 2023 Tohua 2026
target Rp taget Rp Rp k] ET)
< 5 ] 7 ] 9 10 17 I2 13 14 15
5.02.01.2.08.03 |Penyedinan Jasa Pernlatan  |Jumish Laporan Penyedisan Josa | 12 Laporen 12 Laporan 12 Lapaoran 36 Laporan BKAD
darp Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor| 50.000.000 20.000.000 30.000.000 100.000.000
yang Discdinkan
3.02,01.2.08.04 Fenye<dlaan Jasa Pelayagan |[Jumlah Laporan F Josa | 12 Lap 12 Laporan 12 Laporan 36 Laporan BKAD
Urmum Kantor Pelayazan Umum Kantor yang 1.138.008.766 1,138.008.768 1.128.005.768 3.414.026.304
Disociakan
BEAD
5.02.01,2.09 |Pemcliharann Batang Millk Porsentass Terpeliharanys BMD 8% 98% $E% 5% BKAD
Daerah Peannjang Urasan 6HFD . 3.389.935.000 2.119.955.000 2205.985.000 63589868000
. Pemeriatahan '
3.02.01.2.09.01 |Penyedlaan Josa | Jumiah Kendarasn Perorangan R4 =4 Unit R4 = 4 Unit R4 = 4 Uit R4+~ 12 Unit BKAD
Pemeliharaan, Binya Dinas atau Kendaraan Dinss Rz = 30 Unit R2=30 Rz =30 R2 =90 Unjt
Pemeliharaan dan Pajak {Jnbatan yang Dipelihara dan Unit Uait
Kendaraan Perornngan Dinas|dibayorkan Pajaknya 306,260,000 306,260,000 306.260.000 914.780.000
atau Kendaroan Dinas
|Jabatan
3.02.01.2.09.02 |[Penyedinan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 18 Unit 18 Unit 18 Unit 54 Unit BKAD
Pemeliharaan, Biaya Oporasional atau Lapangan yang
Pemeliharaan, Pajok, dan | Dipelhara dan dibayarkan Fajak 573.695.000 873,695,000 B73.605.000 2.621.085,000
Perizinan Kendaraan Dinas |dan Perizinannya .
Operasional atan Lapatgan
5.02.01.2.02.05 ipeml.ihnnm.n Maobel [Jumlah Mobel yang Dipelihara 20 Unit 50,000,000 20 Unit 55,000,000 206 Unit 50.000.000 60 Unit 150.000.000 BXAD
[ 5.02,01.2.00.06 ?ﬂnefhm Peralatan don |Jumlah Peralatan dan Mesin 132 Uanit 132 Unit 132 Unit 396 Wnit BKAD
mesin lninnya lainnya yang Dipellhara 180.000.000 180.000.000 180.000.000 540,000,000
B.02.01.209.07 |Pemelbaraan Aset Tetap  [Juminh Asel Tetap Lainnya yang 60 Unit 60 Urit 60 Uait 180 Unit BKAD
Lainoya Dipelibara 60.000,000 50.000.000 560.000.000 170,000.000
56.02.01.2.09.08 Pernelibaraan Asot Tak Jumlah Aset Tak Berwujud yang 1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Undt BKAD
Berwmjud Dipelihara 40.000.000 40.000.000 40.000.000 120.000.000
5.02.01.2.09.09 |Petneliharaan/ Rehabilitasi  |Jumlah Qedung Kantor dan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 6 Unit BHKAD
8 dan Py B Lainnya yang
Pendukung Gedung Kantor | DipeliharafDirehabilitasi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 450.000.000
atau Bangunan Lainoya
5.02.01.2.09.10 Pereliharpan/Rehabilitasl  |Jumlah Sarana dan Prasarana 4 Unit 4 Unit 4 Unit. 12 Unit BEAD
Sarann dan Prasasana Qadung Kanter atauw Banguran
Godung Kantor atau Lalanya yang 300.000.000 220.000,000,00 250.000,000,0) 770.000.000
Bangunan Lainnya DipeliharafDirchabllitasi
5.02,01.2.09.11 Pemelibarannf Rehebiitas; {Jumiah ‘Bangunan Gedung/Kantor 4 Unit 4 Unit 4 Unit 12 Upit BKAD
Gedung Kantor dan Yamng Dipelihara
Bangunan Lalnnya - 300,800,000 250.000.000,00 300.000,000,00 H50,000.000
I5.03.022 PROGRAM PENGELOLAAN |[Cokupan Pelaksansan 8% 219,099, 588.980 8% 236.093.985.981 98% 243.533.037.963 98% 698.027.483.893 BKAD
KEUARGAN DAERAH Pengelolaan Henastgan dan Asct
Duorah
5.02.02.2.01 dinesi dan P Retop wakin p tap 98% 1.800.000.000 98% £80.000.000 98% 300.000.000 93% 3.350.000.000 BEKAD
Remcans Angguron Dasrnh | Angguran Pendspatan dan Belanja
Dasrah (AFED)
5.02.02.2,01,01 |Koordinasi dan Fenyusunaa |[Jumlah Dokumen KUA dan PPAS ‘A Dokumaern 2 Dokunen 2 Dolazmen & Dokumen BKAD
KUA dan PPAS yang Disusun 33.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00 105.000.000
5.02.022.01.02 |Koordinasi dan Penyusunan fJumlsh Dokumen Perubahan KUA | 2 Dekumen 2 Doloammen. 2 Doloumen 6 Dokumen BHKAD
rul;ah; d dan Perubahan PPAB Diau
berubahon Klih den o m PHAS yung Thnsua 35.000.000,00 35.000.000,00) 35.000.000,00] 103.000.000
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2.02.02.2.01.03 Koordinaai, Peoyusunan dan |Jumloh KKA-SKPD yang 41 Dok M 41 123 Dokumen BKAD
Verifiknal RKA-BKPD Diverifikasi 1.025.000.000,00 | Delumen 25,000,000 |Polumen 30.,000.000 1.080,000,000
5.02.00,201.04 Koordinesi, Penyusunan dan |Jumlah Perubahan RKA-SKPD 41 Dokumen 41 Dokumen| 41 123 Dokumen. BKAD
Verifiknal Perubahan RKA-  |yang Diverifikasi Dokumen
SKPD 25.000.000,00 28,009,000 30,000,000 80,000.000
5.02.02.201.05 |Koordinesl, Peayusinan dan [Jumlah DPA- SKPD yang 41 Dokumen 41 Dokumcn| 41 123 Dokumen BEAD
Verifikas! DPA-SKPD Divorifikasi £0.000.000,00 80.,000,000] Dokumen 60,000,000 160,000.000
15.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan |Jumlak Porubekan DPA-BKPD 41 Dokumen 41 Dokumen| 41 123 Dolowmen BEAD
Verifiknsl Perubnhan DFA- | yang Diveriflkasi Dokumen,
SKPD 50.000.000,00 50.000.000} 50.000.000 150,000.000
5.02,02.2.01.07 |Koordinasi dan Penyusunan |Jumiah Poraturan Daerah tentang | 2 Dolumen 2 Dokumen 2 Dokumen & Dolumen BKAD
Peraturnn Daerah tentang APBD dan Poroturan Kepala
APBD dan Peraluran Kepala | Dacrah tentang Penjabaran AFBD
h tsatang Penjabaran 100.000.000,00| 100.000.000 120,000.000 320.000.000
|APBD
15.02.02.2.01.08 Hoordinesi dan Penyusucan |Jumlah Peraturan Doaerah tontang | 2 Doekumen 2 Dolumen 2 Dolumen & Dokamen BKAD
Peraturan Daernh tentang | Perubahan AFED dan Peraturan
Perubahan AFBD dan Kepala Deerah tentang Fenjabaran
Peraturan Kepala Dacrah | Porubahan APED 100.000.000,00 110.000.000 120.000.000 330.000.000
teniang Penjabaran
Perubahan APBD
5.02.02.2.01.09 Kcordinnal dan Penyusunan |Jumiah Dokumen Regulasi sarta 2 Dokurnen 2 Dakumen 2 Dokumen 6 Dokumen BKAD
Regulasi serta i ijakon Bidang Anggaran
Bidang Anggaran 70.000.000,00 70,000,000 70,000.600 210.000.000
[5:02.022.01.50 | Koordinasl Poroncanann (Jumiah Dok Hasil Keordinasi | 2 Dok 2 Dokumen % Dokumen 6 Dokumen BKAD
Anggaran Pendapatan Pe: Arggaman Pendap
50,000.000,00 50,000,000 54.000.000; 150,000.000
E.GQ.OQ.Z.OLI.I Koordinosl Perencancan Jumlah Dok Hasil Koordinasi | 2D 2 Dolumen 2 Dokumen & Doktumest BKAD
Anggaran Belanja Daerah Pemnc-mmm Acggaran Belanjo $0,000.000,00 20.000.000 50.000.000 150,000,000
|50202.201.12  |Koordinanl Perencanaan (Jumlak Dol Haail Koordinasi | 2 Dok 2 Dekumen 7 Dolumen & Dokumen BEAD
Anggaran ing Pe; Anggaran
Pemiblayaan 50.000.000,60 50,000,000 50.000.000 150.000.000
5.02.02.2.01.13 Pembinoan Peroncanaan Jumlah Orang yoog Meogikmtd B0 Orang 80 Crang B0 Orang 240 Otang BKAD
Penganggaran Dasrah Pembinaan Penganggama Doarnh
P Kabupaten/Kota | Pe h Kabupaten/Kota 160.000.000 200,000,000 200.600.000 550,000,000
BKAD
8.02.02.3.01 |Hoordinasi den Pongelolaan Jumleh Belanjs Bugl Haxil 8% 8% 98% 98% BKAD
Perbeadabsraan Daersh erwnm 600.000.000,00 638.000.000,00 T00.000,000 1.930,000.000
5.03.023.02.01 |Koordinasi dan Peagalo] Jumizh Dot Hooil Koordinosl 0 40 40 120 Dokumen BRAD
Kas Dasrah dan Pengelolnan Kas Dasyah Dokurnen 67.322.000,00) Dokumen 67.322.000,00| Dokurmen 67.322.000| 201,966.000
5.02.02.2.02.02 |Pongololaan Bisa Leblh Jumlah Laporan Hasil Pengeloloan | 40 Laporad 4G Laporan 40 Laporan 120 Laporan BXAD
Porhitungan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggnran
Tahun Scbelummnya Tahun Sebalumnya 38.414.000,00 38.528,000,00| 38.547.000| 115.559.000
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8.02.02.2.02.03 Fenylapan, Pelalmanasn Jumlaih Dokumen Hasil 40 40 40 120 Dokumon. BEAD
Pengendalina don Penerbl Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Dolcuman Dokumen
Angearan Kas dan SPD Anggaran Kas dan SPD 62.462.000,00 65.062.000,00 6.062.000. 194.586.000
5.02.02.2.02,04 |Penatausahann Pembi n |Jumlah Dok Hasil 10 10 10 30 Dokumen BHKAD
Dacrah Penatausah Pernbi Dok 47,608.000,00{ Dolkumen 47.608,000,00] Doxumen 47,608,000, 142.824.000
Deerah
$.02.02,2,02,.05 Koordinasl, Fasilitasl, Jumniah Dokumen Hasil Koordicasi, 10 10 10 30 Dokumen BKAD
Asistonsi, Sinkronisasi Fasifitasi, Asi i, Bink faasi, Dol Dokumen Dolkumen
Supervisl, Mondtorlogdan  [Supervisl, Menitering, dan Evaluasi
Bvaluos| Pengelolans Dana | Peagelolaan Dana Perimb 1
Perimbangan dan Dana dan Dana Tranafer Lainnya 4B.415.000.00; 48,415.000,90 46,413,000 145.243.000
Transfor Lainnya
5.02.02.2.02.06 Koordinasl, Pelnksanaan Jumnlah Dokumen Hasil Keordinasi, 10 10 10 30 Dokumen BXAD
Kerja S3ama den Pemantauan | Pelalsansan Kerja Sama dan Dekumen Dokumon Dolrusnen
‘Transakai Non Tunal deogan | Pemantavan Transaksi Non Tunad
Lembaga Keuangan Bank dengan Lembaga Ksuangan Bank
dan Lembaga Konangan dan Lersbagn Keuangan Bukan 56.222.000,00) 58.222.000,00 63.822.000 180,266,000
Bukan Bank Bank
5.G2.02.2,02.07 |Koordinasl dan Peny Jusiah L Realiansi 40 Laporan 4D Laporan 40 Laporan 120 Laparen BKAD
Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Penerimann dan Daerah, Laporan Alirnn Kas, dan
Fengeluaran Kas Dacrah, Pelaksnnasn
Laporan Aliran Kas, dan PemungutanfPemotongan dan
Pelaksansan Penyetoran Perhitungan Fikak
dan Penyetoran Purhitungan |Koordinasi dalam rangka
Fikak Ketiga [PFK) h; an Luporan Replisasi M
Penerimaan dan Peogelunran Kas 76.919.000,00| .76.019.000,00 88.,322,000] 240,3560.000
Dagrah, Laporan Aliren Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutanf Pemotomgan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga [FFK) .
5.02.02.2.02.08 Hoordinesi Pelaksanaan Jumish Dekunen Hasil Koordinasi 10 10 10 30 Dolcumen. BKAD
Piutang den Utang Daesah | Pelaksanasn Piutang dan Utang Dolumen Doloumen Dokumen
yang Timbul Aldbat Dagrah yang Tirmbul Akibat
Pengelolann Kas, Pengelolean Kas, Pelnlmanaan
Pelakmanoan Analisls Analisis Perabiayaan dan 25.634.000,00 25,634.000,00 36,434.000,00) 87.702.000
Pembiayaan dan Fenempatan Uang Daerah eehagad
Penempatan Uang Dasrah | Optimalisasi Kaa
sebagai Optimalisas Kns
5.02.02.2.02.00 Rekonsiliasi Data lJumlah Dekunen Hasil 40 40 40 120 Dakumen DEAD
Penerimasn dan Relmnsilicsi Data Penerimann dan | Dokumen Dokumen Dokumen
Pengsluaran Kas serta Pengoh Kns serta P tan
Penmungutan dan dan Pemotongan ates SP2D dengan 58.539,000,00| 68.539,000,00 B7.487.000,00 224.565.000
Pemotongan Atas §P2D Instansj Terlmit
dengan Instansi Tarknit
$.02.022,02.10 [Penyusunan Petunjuk Telmis [Jumlah Petunjuk Teknis 10 10 10 30 Dokuinen BEAD
Administrasi Keuangan yang |Adninistras] Kenangan yang Dokurnen Dokwinen Dokamen
Berkaitan dengan Berknitan dengsn Penerimaan dan 4
Pensrimoan dan Pengsluaran Kas serta 53,351.000,00 76.939.000,00 '78.739.000,00 209,025,000
Pongeluaran Kas sarta Penatausahean dan
Penotausahann dan Per v han Sub Keg
f Pertanggungjawaban Sub
5.02.03.2.02.11 |Pombinaan benatansalisan |Jumlah Orang yang Mengikuti 120 Orang 120 Orang - 120 Orang 350G Orang BEAD
X gan P trtah Pemibi Pen b
| abipaten /it K. gan Pesneriatah 54.014.,000,00] 76.642.000,00 T7.242.000| 207.898.000
. Knbupaten/Kota
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8.03.03.2.03 [ dinnaf dan Laporan Henongan Pemerintah 9% 28% 8% 98% BEAD
Akantars dan Pelaporon Duorah yrng nkuntabe! sexmal
Heuazgan Daerah :‘“’ "?;?““““'"‘ APBD dan 700.000.000,00 £80.322.400,00 673.903.300 2.024.242.700,00
Pertanggnegjawatan AFED
5.02.02.2.03.01 Keordinasi Pelakeanaan Jurnlah Laporan Hasl Koordinasi | 41 Dol 41 Dokumen 41 Dokumer 123 Dokumen BKAD
Aluntansi Penerimaan dan | Pelaksanann Aloantansi
Pengeluaran Kas Dasrah Punerimann dan Pengeluaran Kas 25.6706.309,00; 37.684,000,00] 45.000.000! 112.354.309
5.02.02.2,03.02 Rekoneailinsi dan Verifikasi  |Jumilah Dekimen Hasil 4] Dokumen 4] Dekumen 41 Dokuinca) 123 Dekumnen BKAD
Asst, Kewajiban, Einiitas, Rekonailinsi dan Verifilonai Avet, i
Peadapatan, Belanja, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan
Pernbiayaan, Pendapatan 1O | Belasjz, Pombisyasn, Pendapatan- 51.E(IX).CDTJ.00 41.288.000,00| 56.000.000) 148.288.000
dan Beban L0, dan Behan
5.02.02.2.03.02 |Koordinasi Penyusunan Jumiah Laporan 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dolumen 9 Dokumen BYAD
Laporan Per gowaban Polak y
Pertanpgungiawaban APBD Bulanan, Triwulanan dan
Pelak APED Bul 33,680.000,00 32.000.000,00 36.500.000 102.180.000
Triwulonan dan Semasteran
5.02.02.2.03.04 Konsclidazi Laporan Jumlah Laporan Xouangan SKFD, |41 Dokumen 41 Dokumen 41 Pokumen| 123 Dokumen BHAD
Keuangan SRPD, BLUD dan |BLUD dan Laporan Kevangan
Laporan Kenangan Pemetintah Daereh yong 250,993,391 ,00; 254.000.000,00; 245,600.500 750.593.891
Pemerintah Deerch Torkonsolidaai
5.02.02.2.03.05 Koordinaai dan Pe Jumlah R Pernturan 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 9 Dokumen BXAD
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Daezah tentang Per jawaban Pal
Pertanggungawnban APBD Kab/Kota dan Ragcangan
Felaksanonn APBD Provinai | Peraiuran Kepals Dacrah tentang
dan Rancanpgan Peraturan  |Penjabaran Pertanggungjswaoban
Kepals Daerah tentang Pelaksansan AFBD 107,183.500.00| 125.491.500,00 135.700.000 368.375.100
Fenjabaran Kabupaten/Kota
Pertanggungiawsban
Pelaksanasn AFBD
Kabupaten/Kota
5.02.02.2,.00.06 |Peoyusunan Jumlah Dokumen 28 Deolumen. 28 Dolumen 28 Dok 84 Doloumen BKAD
Tanggapan/Tindak Lanjut  |Tanggapan/Tindak Laojut terhadap]
terhadap LHP BPK atas LHP BPK atas Laporan
Laporan Pertanggungjawaban Pelakvanasmn
Pertanggun giawaban AFPBD 48.474.800,00 26.184.800,00 21.604.800 845.264.4D0
Felalsanann APBD
5.02.02.2.03.07 |Koordinnsi, Binkronlsasi, dan|Jumleh Dokumen Hasil Koordinasi, | 1 Dekumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen BKAD
Penyeloanian Tv Sinlqonisast, dan B nanlnn
Perhondaharaan dan Tuntutan Porbendaharaan dan
Tuntutan Kerugian Decrah  |Tuntitan Kerugian Daorah 27.098.000,00 24.500.000,00 28.098.000 79.696.000
5.02.02.2.03.08 Feoyusunan Analisis Jumnlah Dokumen Hasil Analisis 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen; BKAD
Laparan LaporanFPertanggur: glawaban
Pert, L Pelal AFBD 9.900.000,00 14.,000,600,00/ 7.500.000 31.400.000
Pelaksanaan APBD
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5.02.02.2.03.09 Fenyununan Kebijakan dan  [Jumilah Kebijakan dan Panduan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dolaiman 3 Dolnumen HXAD
. Panduan Teknis Operasional |Toknis Operasional
F longgaraan Ak i |Penyslengg Aleuntansi
Pemetiatah Dasrah Pemerintah Doersh 10.506-000,00 16.000,000,00 9.000,000) 35,000,000
5.02.02.203.10  |Penyusunan Sist=m dan Jumilah Sistem dan Prosedur 1 Dokumen 1 Dokumesn 1 Dokumen 3 Dokumen BKAD
Prosedur Akuntansi dan Akuntanaj dan Pelaparan
Pelaporan Revwangan P gan Pemerintah Daeroh 34.000.000 00 27.674.000,00| 7.506.000) £89,174.000
Psmerintah Daerah
5.02.02,2,03,11 Pembinaan Akuntansi, Jumlah Orang yang Mengiluti 1 Dolumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen BKAD
Pelaporan dan Pembinaan Akuntanal, Pelaporan
Pertanggunginwaban dan Pertanggungjawaban
Pemorintah Kabupaten/Kota | Pemerintah Kebupatea/Kotn 6.000.000,00) 33.000.000,00) 45.000.000 146,000.000
5.02.02.2.03.12 Pembinaan Pengelolaan Jurnlah BLUD KabupatonfKota 13 Lembags 13 Lemnbaga 13 Lembagn 39 Lewmbaga BKAD
Keuangan BLUD vang Dibina
Kabupaten/Kaota 7.000.000,00| 9.006.000,00 28.900.000 44.900.000
5.02.02.2.03.13 Koordinasi dan Peny Jurnlah Lap Btatistik 1 Dokumen 1 Dokutten 1 Dokumen 3 Dokurnen BKAD
Btatistik Keunn gan Keuangan Pemerintahan Daerah
Pemarintahan Dasrah pada Pemerintah Kabupaten/Kota 5.000.000,90] 7.500.000,00] '7.500.000 20.000.000
5.03.022.04 |P Umsan B Beogl Haadl 8% 8% 3% 8% BXAD
Peagelolann Kenangen Diotah |Habupaten/Hots das Desa 215.699.588.980, 234,092.856.951! 240.085.037.963| 689.877.483.893
5.02.02.2,04.01 P tol Dana Cead |Jumlah Dok Haail I Dokurnen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokurnen BXAD
Pemeriniah Daeroh Pengelolann Dana Cadangan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 60,000,000
Pemerintah Daerah
5.02.02.2.04.02 |Analisis Investasi PemerinlahfJumlah Laporan Hasll Analisis 1 Laporan 1 Laporan 1 laporan 3 Laporan BHAD
Daerah lavestasi Pemerintah Daerah 12.962.500.000 12.562.500.000 12.962,500.000 38.887.500.000
5.02.02.2.04.07 |Penyusunan Xebijakan dan  |Jumlah Laporan Hasil Penyusunae | 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 12 Laporan BKAD
FAloleasi Bubsidi Kebifakan dan Alokasi Subsidi 2,000,000,000,00 2,000,000,000,00 2.,000.000.000 6.006.000.000
502.023,04.08 |Analisis Perencanaan dan Jurnlah Laporan Hasil Analisia 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 12 Laporan BKAD
P B Pe dan Penya
Keuangen Ban Keuangan 148,789,445 373 201.689.464.321 207.165.570.969 592.644.481.664
5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat  |Jumlah Laporan Hasll Pengelolaan | 4 Laporan 4 Laparan “4 Laporan 12 Laporan BKAD
dan Mendesak Dana Darurat dan mendesak 10.746.748.19% 11.240.471.080 11.756.545.443) 33.743,764.667
5.02.02.2,.04.10 |Pengsiolaan Dana Bagt Hosil [Jumlah Laporan Hasil Pengelolean { 2 Laperan 2 Laporan 1 laporan & Laporsn BKAD
Habupaten/Hota Dana bagi Hesil Kabupaten/Kota 6.180.894.4562| 6.180.421.330] 6.180.421.550f 18.541.737.562
8.03.03.2.05 |Peagelalasa Data dan Cafnpan Pelayansn Sistem S8% $8% 8% 9% BKAD
Luplementasd istem _ |taforaasi Pemerintah Dacral 200,000,000 149.677.600 175.096.700 623.774.300
5.02.02.2.05.01 [Inventarisasi Dan Analisis Jumish Dokumen Hasil 1 Laporan, 1 Laparan 1 Laporan 3 laporan BKAD
Data Bidang Kouangan Enventarisast dan Analisis Datn
Bidang Keuangan Dasrah 10.000.000 7.800.000 9.596.700 27.096.700
§.02.02.2.05.02 Implementasi dan, Jurmnloh Dolumnen Hasil 1 Dekumen 1 Dokumen 1 Doluunen 3 Dokumen BKAD
Pemelibaraan 8lstem Implsmentes] dan Pemelihercan
Informnsi Pernorintah Sistern Informasl Pernsrintah
Daerah Bidang Kenaagan Daerah Bidang E gan Daerah 90.000.000; 43.177.000| #0.000.000; 192.177.000
Daerah
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!&02.02.2.05.1‘.\3 *Pemblnm Bistera Informasi [Jumlah Crang yang Mengikuti 100 Crang 100 Oreng 100 Orong 300 Orang BEAD
Pemerintah Dastah Bldung |Pembinaap Sistem Informasi
Keunngan Dacrah Pemerintah Daerah Bidang
rintsh Kabupaten/Kota | Ecuangan Dacrah Pemeriotah 200,000,000 99,000,500 106, 500.000 205,500,600
Kabupaten/Kota
5.032.02.2.01 PROGRAM PERGELOLAAN |Parscatats Barang Milik Daerah 5% 9E% . % 98% BHAD
b 650,000.000,00 '700.000.000,00 T30.000.000 2.100.000.000,00
Pongel Barang E Pelak 95% 3% 98% 98% FHAD
Bilik Dosrah, Pengololaan Barang Milik Dacrah 650,000,000,00 700.000.000,00 720.000.000) 2.100.000.000,00
5.02,03.2,01,01 Penyuaunan, Standar Harga JJumlah Gtandar Herga yang 2 Dolcumon 2 Dekurmnn Z Dokumen & dokumen BKAD
Disusun 40,000,000 50,000,000 50,000.000, 140.000.000
[5.02.0a2.01.02 Penyusunan Standar Barang [Jumlah Standar Barang Milik 1 dokumen 1 dokumen 1 dolamen 3 dokumen BKAD
Mikik Dacrsh dan Standar Dacrah dan Standar Kebutuhan
ﬁ"‘:ﬁ"m Barang Millc  {Barang Millk Daerah 20.000.000) 20,000,000 30,000,000 70,000,000
BT
5.02.03.2.01.02 |Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan 2 dokumnen 2 dekurnan 2 dokumen 4 dokurnen BKAD
Kebutuhan Barang Millk Bamng Millk Dasrah
Desrah . 20,000,000 20,000,000 40,000,000, 80.000.000
5.032.03.2.0L.04 |Penoyusunan Kebijakan Jurnlah Xebijakan Pengelolaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3 delmmen BRAD
Fenguislasn Barang Milk  [Bamng Nl Decrah 30.000.000 30,000,000 40.000,000) 100.000.000
5.02.03.2.01.05 Penntausabasn Barang Milik [Jumlah Laporan Penatauashaan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 6 laporan BEKAD
Dagrah Barang Milik Daerady 54.000.000{ 54.000.000| 54.000.000] 162.000.000
5.02.03.2.01,06 [loventarisasi Barang Milik |Jumnlsh Laporan Hasll [nventacisas:] 1 Laporan 1 Leporan 1 Laporan 3 laporan BXAD
Dasrah (EHI] Barang Milik Dasvah
50.000.00C, S50.000.000] 60.000.000] 100.00¢,000
5.02.003.01.07 Pengamanan Barang Milik  [Jurnlah Laporan Hasil P 2 lap 2 Leporon 2 laporan 5 laporan BHAD
Dacrah Barang Milik Dacrah 120.000.000; 150.000.0001 150.000.000, 420,000,000
5.02.02.2.01.08 Penilnlan Barang Milic Jumlzh Laporan Haall Penllaian 5 laporan S Leporan 3 Laporan 15 laporan BKAD
Dasrah Barang Milik Daerah dan Hasil
Roardinasi Penilalan Barang Mk 40.000,000 40.000.000 40,000,000, 120.000.000
5.02.03.2.01.09 Pengawnsan dan Juminh Laporan Hnsil Pengawasan | 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 6 laporan BKAD
Pengendalian Pengslol daa ¥ dallzn Pengelol .
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah 40.0006.0001 “40.000.000) 40.000.000 120.000.000
3.02.03.2.01.10 |Optimalisasi Penggunaan, Jumlah Dokumen Haail 70 Laporan 70 Laporan 70 Laperan 210 laporan BKAD
Pemanfaatan, Optimalisnsi Panggunoan,
Bernindsk 1 et 1ot
Pernusnaban, dan B it dan Peaghap
Penghapusan B gMilik |B g Milik D 1 96.000.000| 96,000,000 96.000.000) 288,000,000
Daerah
S0203.301,11 | Rekonailinsi dalam rangka |Juminh Laporan Hasll Rokonsiliasi | 86 Laporan 86 Laporan 86 Laporan 258 laporan BKAD
Peny Laporan dalam ranghka Peoy La
Wilik Daerah Barang Milik Deerch 60,000,000 60,000,000 60,000.000) 180.00.000
5.02.03.2.01.12 |F Laporan By #1Juminh Laporan Barang Milik 2 Laparoa 2 Laperan 2 Laporan 6 laporan BKAD
Milik Daerah Darrah yang dizusun 30.000,006) 40.000.000 40.000.000 110.000.000




Indikator Kinetja Tujuan, Target Kinexja P / /Bub Kegi dan Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Program/ Eeglatan/ Sab | o s Program/ Kegiatan/ Sub Reastra Perangkat Dacrah Penanggungjewsd
’ Keglatan T —
Tabun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
target Rp target Rp L Rp | Temget [Inp
4 5 [] — 7 8 9 10 1y 12 ]i’i 14 15
5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Jumlah Orang yang Mengikuti 80 Orang 80 Orang 80 Crang 240 orang BKAD
Barang Milik Daerah Pembinaan Pengelolaan Barang
Pemerintah Kabupaten/Kota |Milik Daerah Pemerintah -
Kabupatee/Kota 50.000.000) 50.000.000) 50.000.000) 150.000.000
Jumlah 243.745.704.000 254.276.051.000 263.858.590.000 761.880.345.000

Kuala Pembuang, 30 Januari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

MEGAWATI, 8.E., M.AP.
NIP. 19790527 200604 2 012




BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung
atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat
tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap
pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan

berfungsi (ex post).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas
kinerja menghadapi masalah berupa sﬁlitnya mengukur kinerja dan
menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena
sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor
bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas.
Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik
yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. '

Penetapan indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Seruyan adalah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan
antara tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga
untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam periode 2024 - 2026
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD
adalah sebagai berikut :

1.  Opini BPK
2. Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penetapan Indikator Kinerja Program beserta targetnya dapat dilihat pada

tabel 7.1 berikut ini :

RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANEAN DAN ASET DAERAN
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026 YiI-2



Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Program

INDIKATOR KONDisI TARGET CAPAIAN KONDisI
No. KINERJA SATUAN AWAL AKHIR
PROGRAM 2024 | 2025 | 202¢ | RPMD
1. | Opini BPK Opini WTP WTP | WTP WTP WTP
2. | Indeks persen 70,00 70,00 | 72,50 | 75,00 72,00
Pengelolaan
Keuangan dan
-Aset Daerah

RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SERUYAN TARLN 2024-2026

¥il-2




BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah
daerah yang menjabarkan pelaksanaan RPD- Kabupaten Seruyan Tahun
2024-2026 sesuai tugas dan fungi Perangkat Daerah guna mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan daerah supaya lebih terukur dan
akuntabel dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. '

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2024-2026 ini disusun sebagai acuan kebijakan pelaksanaan Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan
program-program dalam dokumen RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-
2026 yang termuat dalam dokumen Renstra ini, sangat diperlukan
partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatui‘ Perangkat
Daerah sehingga dapat diimplementasikan serta terlaksana dengan baik.

Peﬁetapa.n Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2024-2026 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun
2026. Semoga dengan tersusunnya dollcumen ini sasaran pembangunan-

Kabupaten Seruyan menjadi tercapai dan berhasil dengan baik.

BUPATI SERUYAN,

HAIDIR



